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MOTTO

“justice magbe blind but it can see in the dard”
(keadilan manghin buta tetapi dapat melibat dalam begelapan)

- NICHOLAS MARSHALL -

Sumber, Dark Justice, 1994: 26.
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KATA PENGANTAR
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penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi inisesuai
dengan harapan penyusun.

Skripsi yang berbentuk legal memorandum ini bermaksud untuk
mengetahui pelaksanaan hak tanggungan sebelum dan sesudah
berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dalam rangka
penyaluran kredit guna memperlancar pelaksanaan pembangunan. Untuk
itulah skripsi ini diberi judul “ PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA
BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH ”. Disamping itu,
skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik berdasarkan
kurikulum yang berlaku pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
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telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penyusun
hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jember;
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Dengan selesainya skripsi ini, diharapkan pembaca  dapat
mengetahul pelaksanaan hak tanggungan atas tanah untuk mendapatkan
kredit perbankan dengan mudah, guna memperlancar roda pembangunan
dengan menggunakan dana perkreditan tersebut, setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dengan
menggunakan hak milik atas tanahnya sebagai jaminan kredit.

Akan tetapi, menyadari adanya keterbatasan yang ada, maka apabila
terdapat kekurangan atau kekeliruan, penyusun mohon maaf yang
sebesar-besarnya. Krittk dan saran demi perbaikan sangat penyusun

harapkan.

Jember, Oktober 2000 Penyusun
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RINGKASAN

Di dalam KUH Perdata, Hak jaminan kebendaan yang berupa hipotik,
yang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah, adalah bagian dari hukum jaminan pada umumnya, yang mana
hukum jaminan umum tersebut merupakan bagian dari hukum benda,yang
diatur dalam Buku II KUH Perdata. Hak Tanggungan merupakan lembaga
jaminan dengan tanah sebagai objeknya. Sehingga, dari sini dapat
diketahui bahwa hak tanggungan merupakan hak jaminan kebendaan, dan
karena objeknya adalah benda, maka ia merupakan bagian dari hukum
benda. Dan, karena benda yang dimaksudkan adalah tanah, maka dapat
diketahui bahwa UU Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT) mempunyai hubungan
dengan UUPA, dimana UUHT ini merupakan amanat yang tertuang dalam
pasal 51 UUPA.

Dengan berlakunya UUHT ini, maka terciptalah suatu unifikasi hukum
jaminan, dan menghilangkan dualisme hukum yang selama ini terjadi
dalam hukum jaminan yang dianut selama lebih dari 30 tahun sejak
berlakunya UUPA, yang berupa hipotik bagi tanah yang menganut hukum
barat dan credietverband bagi tanah yang menganut hukum adat.

Dalam praktek perbankan, ternyata hipotik lebih disukai, karena
kelebihannya, yang antara lain hipotik tidak membatasi luas tanah yang
dihipotikkan, tidak seperti credietverband yang membatasi luas tanah
yaitu maksimal 5 hektar. Dibandingkan dengan UUHT, hipotik juga lebih
disukai karena biaya pengurusannya lebih ringan. Akan tetapi, UUHT juga
memiliki kelebihan, vyaitu bahwa meskipun tanah yang belum

bersertifikat, hanya
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dengan menggunakan petok, girig dan lain-lain dapat digunakan
untuk memporoleh kredit, seperti disebutkan dalam pasal 10 ayat 3 UUHT
bahwa pendaftaran sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dapat
dilakukan bersama-sama dengan pemberian hak tanggungan.

Dan, dikarenakan UUHT bersumber pada UUPA yang menganut asas-
asas hukum adat yang menganut asas pemisahan horisontal, maka UUHT
juga menganut asas pemisahan horisontal yang menyatakan bahwa antara
tanah dan benda- benda yang melekat di atasnya adalah berdiri sendiri.
Sehingga, dimungkinkan penjaminan tanah saja tanpa menyertakan
benda-benda yang ada di atasnya. Akan tetapi, hal ini sulit diterapkan,
apabila debitur wan prestasi dan kreditur hendak melakukan eksekusi

terhadap tanah sedangkan bangunannya tidak termasuk dalam perjanjian.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat
secara adil dan merata. Oleh karena itu, kesinambungannya harus terus
dipelihara. Sebagaimana diarahkan dalam GBHN, pembangunan nasional
merupakan usaha bersama antara masyarakat dan pemerintah.
Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan
suasana yang menunjang bagi pembangunan itu sendiri.

Untuk meIaIcsanakan pembangunan nasional khususnya di bidang
ekonomi yang pelaku utamanya meliputi semua unsur kehidupan
ekonomi, sangat diperlukan dana atau pembiayaan dalam jumlah yang
sangat besar. Dengan meningkatnya pembangunan meningkat pula
keperluan akan tersedianya dana atau pembiayaan yang sebagian besar
diperoleh melalui biaya perkreditan.

Pelepasan kredit oleh bank kepada nasabah calon debitur selalu
didahului dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan.
Apabila berdasarkan penilaian kredit ternyata layak diberikan, maka
sebelum terjadi pelepasan kredit terlebih dahulu diadakan suatu
kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit.

Untuk melindungi dan mengamankan dana yang disalurkan dalam
bentuk kredit harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-
hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian ini dilakukan oleh bank dengan
melakukan analisa kredit yang merupakan tindakan menilai kelayakan

calon debitur bank untuk menerima kredit.
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Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 juga menggunakan
cara yang serupa dalam melakukan analisa kredit sebagaimana
ditentukan dalam pasal 8 yang berbunyi :

" Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi
hutangnya sesual yang diperjanjikan”,
Kemudian,salah satu kalimat di dalam penjelasan pasal 8 tersebut
berbunyi :
" Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan
pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah
dapat memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur
mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang,
proyek atau hak tagihan yang dibiayai dengan kredit yang
bersangkutan.”

Dari ketentuan pasal 8 beserta penjelasan Undang-Undang
Perbankan yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat dengan
UUP, dapat diketahui bahwa UUP membedakan pengertian istilah
“Jaminan” dan “Agunan”. Istilah jaminan lebih ditekankan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Istilah
jaminan dinilai dari segi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek
usaha dari debitur. Sedangkan istilah agunan merupakan salah satu unsur
jaminan pemberian kredit (Ari Purwadi, 1997 : 3).

Sedangkan di dalam Undang-Undang Perbankan yang baru (UU
Nomor 10 Tahun 1998), asas kehati-hatian yang dimaksudkan dalam UUP
1992 tersebut, lebih ditekankan pada pemberlakuan Prinsip Syariah. Pada
dasarnya, pengertian dari prinsip kehati-hatian antara dua UUP tersebut

adalah sama, akan tetapi, dalam UUP yang baru lebih ditekankan pada
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Prinsip syariah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 12 dan 13 UUP
1998.

Disamping adanya prinsip kehati-hatian, di dalam menyalurkan
kredit, Bank umum juga menganut prinsip dasar pemberian kredit, yaitu
bahwa setiap pemberian kredit, harus ada agunan yang digunakan untuk
menjamin utang tersebut, yang mana biasanya nilai agunan tersebut lebih
besar daripada jumlah kredit yang diminta oleh debitur.

Penggunaan hak atas tanah sebagai agunan sering dipraktekkan
dalam pemberian kredit untuk berbagai keperluan. Hal ini dikarenakan
tanah dianggap paling aman untuk dijadikan agunan. Penerimaan tanah
sebagal aguna oleh bank mempunyai tujuan menjamin pelunasan kredit
melalu penjualan agunan dalam hal debitur wanprestasi.

Dalam hubungannya dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 5 tahun
1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA melalui
pasal 51 telah menyediakan lembaga jaminan yang dapat dibebankan
pada hak atas tanah dengan sebutan “HAK TANGGUNGAN" . Pasal 51

UUPA menentukan bahwa :

“Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna
usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33, dan 39

dratur dengan undang-undang.”

Sebelum berlakunya UUPA dalam hukum kita dikenal adanya hak
jaminan atas tanah yang berupa hipotek dan credietverband yaitu apabila
yang dijadikan jaminan adalah hak barat, maka lembaga jaminannya
adalah hipotik, yang ketentuannya diatur aalam Buku II KUH Perdata
terutama dalam pasal 1162-1232 KUH Perdata. Sedangkan apabila yang
dijadikan jaminan adalah tanah yang berasal dari hak milik adat, maka

lembaga jaminannya adalah Credietverband, yang ketentuannya diatur
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dalam S.1908-542 sebagaimana yang telah diubah dengan S.1937-190 jo.
S.1937-191.

Setelah berlakunya UUPA,untuk mengadakan unifikasi hukum tanah
disediakan hak jaminan atas tanah yang diberi nama Hak Tanggungan
sebagai pengganti hipotik dan Credietverband. Namun, selama lebih
dari 30 tahun sejak dimulainya UUPA tersebut, hak tanggungan
sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 51 UUPA belum dapat
berfungsi sebagaimana mestinya, karena belum ada undang-undang yang
mengatur secara lengkap. Selama undang-undang yang dimaksud belum
ditentukan, maka digunakan ketentuan-ketentuan hipotik dan
credietverband.

Hal tersebut juga ditentukan dalm pasal 87 UUPA yang menyebutkan

bahwa :

“Selama Undang-Undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam
pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-
ketentuan hypotheek tersebut dalam KUH Perdata Indonesia dan
Credietverband tersebut dalam S.1908-542 sebagaimana yang telah
diubah dengan §.1937-190."

Semakin kompleksnya masalah pertanahan ~dan semakin
meningkatnya pembangunan di berbagai bidang termasuk di bidang
hukum, dirasakan pula pentingnya untuk membuat peraturan pelaksanaan
UUPA demi untuk memberikan kepastian hukum.

Salah satu undang-undang yang dianggap perlu untuk segera
dikeluarkan adalah Undang-Undang yang mengatur Hak Tangungan atas
tanah yang dimaksud dalam pasal 51 UUPA sebagai ganti dari ketentuan

mengenal hipotik dan credietverband.
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Setelah melalui proses perumusan yang cukup panjang maka RUU
tentang Hak Tanggungan atas tanah berserta benda-benda yang berkaitan
dengan tanah memperoleh persetujuan dan akhirnya disahkan sebagai
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dan
selanjutnya disingkat UUHT pada tanggal 9 April 1996.

Dengan disahkannya UUHT ini diharapkan tidak saja tercipta
unifikasi hukum tanah nasional, tetapi benar-benar semakin mempercepat
terwujudnya tujuan UUPA yaitu memberikan perlindungan hukum kepada
masyarakat dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah.

Hak Tanggungan di dalam UUHT tidaklah dibentuk dari sesuatu yang
belum ada. Hak Tanggungan dibentuk dengan mengambil alih alih atau
mengacu pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok hipotik dan
credietverband yang diatur dalan KUH Perdata.

Bila kedua lembaga jaminan ini diperbandingkan maka banyak asas
dan ketentuan pokok yang diambil dari hipotik, namun ada pula asas dan
ketentuan pokok Hah Tanggungan yang berbeda. Bahkan ada asas yang
baru tidak terdapat di dalam hipotik

Ada beberapa hal dari hak tanggungan yang perlu dipahami, yang
membedakan antara hak tanggungan dengan hipotik yang digantikannya,

seperti surat kuasa untuk membebankan hak tanggungan.

1.2 BATASAN PENGERTIAN JUDUL

Sebelum menentukan suatu perumusan masalah, mala penulis
merasa perlu untuk memberikan suatu telaah mengenai batasan
pengertian atas judul yang telah diambil oleh penulis.

Hal ini, karena judul yang dipilih oleh penulis skripsi ini, penulis

anggap sangat luas, sehingga agar dalam penulisan atau pembahasan
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lebih lanjut nantinya lebih terfokus pada ini masalah apa saja yang akan

dibicarakan di dalam skripsi ini.

Judul yang telah dipilih/diambil oleh penulis dalam penulisan skripsi
ini, adalah:

“Pelaksanaan Hak Tanggungan Sebelum dan Sesudah Berlakunya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.”

Berdasarkan judul tersebut diatas, maka terdapat beberapa

pengertian yang dapat kita telaah satu per satu, sehingga menjadi suatu
batasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu antara lain :

- Pelaksanaan, menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, mempunyai pengertian
proses atau cara atau perbuatan untuk melaksanakan suatu
perbuatan (1989 ;554).

- Hak Tanggungan, menurut pasal 1 angka 4 UUHT, adalah hak jaminan
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain
yang meupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan
suatu hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor

yang lain.

Adapun arti keseluruhan dari judul yang diambil oleh penulis dalam
skripsi ini, adalah :

“Proses Pelaksanaan  Hak Jaminan Atas Tanah Sebagaimana
Dimaksud Oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Yang Dititikberatkan
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1.3

Pada Pelaksanaan Hak Jaminan Sebelum Dan Sesudah
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah ",

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang serta batasan

pengertian judul yang ada, dapat ditarik suatu rumusan permasalahan

yang erat kaitannya yaitu :

1.

1.4

Bagaimana pelaksanaan hak tanggungan sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ?
Bagaimana pelaksanaan hak tanggungan sesudah berlakunya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ?
Bagaimana hubungan antara UU No. 4 Tahun 1996 dengan Asas

Pemisahan Horisontal ?

TUJUAN PENULISAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah

meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1TUJUAN UMUM

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah :

Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu yang memenuhi dan
melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

Merupakan penerapan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu

hukum yang diperoleh dalam perkuliahan yang bersifat teoritis
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dengan menghubungkan kedalaman realita permasalahan hulum
yang ada dalam masyrakat;
3. Untuk menyumbangkan pikiran agar berguna bagi kalangan umum,

mahasiswa dan almamater.

1.4.2tUJUAN KHUSUS
Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

1.  Untuk mengetahui pelaksanaan hak tanggungan sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;

2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak tanggungan setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;

3.  Untuk mengetahui hubungan antara UU No.4 Tahun 1996 dengan

adanya asas pemisahan horisontal.

1.5 METODOLOGI PENULISAN
Agar penulisan skripsi ini mempunyai nilai atau bobot ilmiah
sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula, maka

diperlukan adanya suatu metodologi.

1.5.1METODE PENDEKATAN MASALAH

Metode yang dipergunakan dalam pendekatan masalah ini, adalah
yuridis normatif, artinya semua permasalahan akan dikaji berdasarkan
undang-undang dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang

berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.6.ZMETODE PENGUMPULAN DATA
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi

ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah adalah dengan menggunakan
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sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui
beberapa literatur atau kepustakaan yang erat kaitannya dengan
permasalahan. Sumber data ini, diperoleh melalui studi literatur dengan
cara mempelajari buku-buku atau literatur, pendapat para ahli dan
peraturan-peraturan tertulis lainnya menganalisa yang ada kemudian

menarik suatu kesimpulan.

1.5.3 METODE ANALISA DATA

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
artinya metode analisa yang dilakukan dengan cara memberikan
gambaran yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya tentang suatu
permasalahan.

Kemudian, dalam menarik kesimpulan adalah dengan menganalisis
semua data yang terkumpul yang berupa gambaran secara umum yang
ditarik menjadi suatu gambaran yang lebih khusus, yang didasarkan atas

peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 FAKTA

Selama lebih dari 30 tahun sejak diundangkannya UUPA,
pelaksanaan fungsi lembaga hak jaminan yang diamanatkan oleh pasal 51
UUPA, masih menggunakan ketentuan mengenal hipotik dan
credietverband. Sampai akhirnya, pada tanggal 9 April 1996, Pemerintah
mengesahkan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah, sebagali pengganti ketentuan mengenal hipotik dan
credietverband.

Di dalam praktek, pelaksanaan hak tanggungan ini ternyata masih
mempunyai kelemahan disanping adanya kelebihan, dibandingkan
dengan hipotik.

Kelebihan hak tanggungan dibandingkan dengan hipotik, antara lain
adalah bahwa bukti kepemilikan halk atas tanah yang berupa girik, petok,
dan lain-lain tetap dapat dijadikan jaminan hutang, sekalipun tanah-tanah
tersebut berdasarkan hukum adat.

Sedangkan kelemahan dalam sistem hak tanggungan dalam UUHT
ini, adalah mengenai pembatasan waktu bagi SKMHT, sebagaimana yang
telah diatur dalam pasal 15 ayat 3 dan 4 UUHT. Di mana untuk tanah yang
sudah terdaftar, harus diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) selamat-lambatnya satu bulan sesudah dibuatnya
SKMHT tersebut. Sedangkan untuk tanah yang belum terdaftar, waktunya
adalah tiga bulan setelah SKMHT dibuat. Hal ini, dikarenakan adanya
ketentuan dalam ayat 6 pasal yang sama, apabila tidak diikuti dengan
pembuatan APHT, maka SKMHT tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Adanya pembatasan waktu berlakunya SKMHT ini, membuat

ketentuan dalam UUHT sulit diterapkan apabila menyangkut kredit
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dengan jumlah pinjaman yang kecil, misalnya seperti dalam Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) dengan type rumah sederhana atau sangat
sederhana. Sebab, hal ini akan sangat memberatkan debitur, dimana
antara kredit yang akan dicairkan dengan biaya yang dikeluarkan sangat
tidak seimbang, juga akan memakan waktu yang lama. Sehingga, di
dalam praktek penyaluran kredit, debitur lebih menyukai sistem dalam

ketentuan hipotik.

2.2. DASAR HUKUM
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dasar hukum
sebagal berikut :
1. Kitab Undang-Undang Hukumn Perdata (Burgerlijke Wetboek) :
a. Buku Il Bab XXI tentang Hypotheek ;
b. Buku III Bab II tentang perikatan yang dilahirkan dari perjanjian ;

¢. Buku III Bab XIII tentang pinjam meminjam.

£

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Polkok-

Pokok Agraria.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran tanah
dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

4. PMA Nomor 15 tahun 1961 tentang Pembebanan Hypotheelk dan
Credietverband. |

5. PMA Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat yang
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.
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WILIK PERRLSTARAS

. [ UNIVELSITAS JEMBER
8. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional NoTor 3

Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Memasang Hah Tanggungan,

Buku Tanah Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan.

2.3. LANDASAN TEORI
2.3.1. PENGERTIAN HAK TANGGUNGAN

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), kita
tidak mengenal istilah Hak Tanggungan. Akan tetapi dengan menafsirkan
Pasal 51 UUPA dalam hubungannya dengan Pasal §7 UUPA, dan dengan
membaca bagian menimbang dari Undang-Undang tersebut, kita bisa
menyimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan Hak tanggungan, adalah
suatu lembaga hak jaminan, dimana objek yang menjadi jaminan suatu
hutang (perikatan) adalah benda yang berupa tanah. Dan, karena belum
adanya suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur
mengenai Hak Tanggungan, maka Hak Tanggungan yang ada sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, adalah identik dengan
Lembaga hypotheek dan credietverband.

Sebelum lahirnya UUPA, hak tanggungan lebih memnerikan
perlindungan secara umum kepada kreditur, yaitu seperti yang telah
diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata, yaitu :

"Segala barang bergerak dan semua benda tetap kepunyaan si

berutang, baik yang dimilikinya sekarang, maupun akan

diperolehnya nanti menjadi tanggungan seluruh perikatan yang
dibuat untuk pribadinya”.

Artinya, apabila si berutang (debitur) tidak memenuhi
kewajibannya, maka si berpiutang (kreditur) diberikan hak untuk

mengambilpelunasanya dari piutangnya dari seluruh/ sebagian kekayaan
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debitur yang dijadikan sebagai benda jaminan.

Seperi juga KUH Perdata, yang dalam pasal pembukaan Bab XXI
Buku II tentang Hypotheek, yang diatur dalam pasal 1162, telah memberi
perumusan tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda
yang berkaitan dengan tanah. Perumusan-Perumusan diawal peraturan
perundang-undangan adalah merupakan suatu pengaruh dari orientasi
hukum Anglo Saxon.

Dalam pasal 1 angka 1 UUHT, disana telah dirumuskan pengertian
dari Hak Tanggungan, yaitu :

"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan

dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak

Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut

benda-benda lain yang merupkan satu kesatuan dengan tanah itu,

untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur
lain”.

Dari bunyi pasal 1 angka 1 UUHT, tampak bahwa pembuat Undang-
Undang tidak hendak memberikan perumusan tentang Hak Tanggungan
pada umumnya, tetapi hanya membatasi diri dengan memberikan
perumusan Hak Tnggungan atas tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanah saja.

Di dalam bunyi pasal 1 angka 1 UUHT, mengadung beberapa unsur
penting dari pengertian Hak Tanggungan, yang dapat kita analisis lebih

lanjut untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud

dengan Hak Tanggungan, yaitu :
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1. Hak, dalam hal ini adalah hak jaminan

Jika kita membicarakan mengenai hak, maka kita berbicara tantang
kewenangan atau bahkan sekelompok kewenangan, yang merupalan satu
kesatuan untuk melakukan atau tidak melakukan, atau kewenangan untuk
melakukan suatu tindakan dalam batas-batas yang diberikan oleh hukum.
Atau dengan kata lain, bahwa dalam asanya dalm batas-batas tertentu
hukum memberikan kebebasan kepada individu dalam
menyelenggarakan kepentingan dalam pergaulan hidup. Dalam hak
jaminan, maka hak disini adalah sekalian hak-hak atau kewenangan yang
memberikan kepada si pemegang hak, dalam hal ini kreditur, suatu
kedudukan yang lebih baik daripada para kreditur yang lain, yaitu hak
untuk didahulukan atas tagihannya. Sehingga memunculkan istilah
kreditur preferen bagi kreditur pertama, dan kreditur konkuren bagi
kreditur yang lainnya. Jadi, dari pengertian tersebut diatas dapat
diketahui bahwa hak jaminan tersebut diadakan demi kepentingan

lkreditur.

2. Yang dibebankan

Kata tersebut, merupakan terjemahan dari onderzetting yang
mempunyai makna pembebanan atau membebani. Jadi, yang dimaksud
dengan tindakan membebani, adalah suatu tindakan yang bermaksud
untuk menjadikan sebidang persil menjadi jaminan khusus suatu hutang.
Dari sini dapat diketahui, bahwa di atas sebidang tanah tersebut dibebani
oleh suatu hutang yang ditaruh atau dibebankan diatas hak atas tanah

tersebut.

3 Hak atas tanah menurut U.U.P.A.
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Yang dimaksud disini adalah, bahwa hak atas tanah merupakan
objek dari Hak Tanggungan, artinya hak atas tanah yang dapt dibebamn
hak tanggungan adalah hanya hak-hak atas tanah menurut ketentuan-
ketentuan yang ada dalam UUPA, seperti yang diatur dalam pasal 25,33
dan 39 UUPA, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan.

4. Berikut dan tidak berikut benda-benda lain diatas tanah yang
bersangkutan.

Hak Tanggungan, sesuai dengan ketentuan tersebut, yang mana
berbeda dengan ketentuan dari hypotheek, tidak menganut asas asesi
yang tidak memisahkan antara tanah dengan benda-benda lain diatasnya,
tetapl menganut asas pemisahan horisontal, yang memungkinkan untuk
seseorang menjaminkan tanah dan benda-benda yang bersatu dengan

tanah secara terpisah.

5. Yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu

Dari ketentuan tersebut, yang merupakan satu kesatuan dengan
tanah, yang merupakan terjemahan dari kata-kata “yang berkaitan
dengan tanah”, telah memberikan pengertian kepada kita bahwa benda-
benda tersebut hafus bersatu dengan erat sekali dengan

tanahnya,misalnya seperti bangunan yang terdapat diatas tanah tersebut.

6. Untuk suatu hutang tertentu

Apabila hak tanggungan dikaitkan dengan adanya perikatan atau
suatu perutangan tertentu, maka dilihat dari sifatnya, hak tanggungan
adalah perjanjian yang sifatnya accessoir yang melekat dan tidak dapat

berdiri sendiri, sedangkan perjanjian utang piutang atau kredit adalah
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perjanjian yang sifatnya accessoir yang melekat dan tidak dapat berdiri
sendiri, sedangkan perjanjian utang piutang atau kredit adalah sebagai
perjanjian utama. Oleh karena itu sifatnya accessoir yang tidak dapat berdiri
sendiri, maka adanya, berpindahnya, dan hapusnya hak tanggungan adalah
tergantung pada perikatan pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Sedangkan
mengenal adanya syarat mengenai harus adanya hutang tertentu, apakah

jaminan sudah selesail melaksanakan tugasnya atau belum.

7. Memberi kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap
kreditur-kreditur lain.

Hal tersebut, telah ditegaskan didalam penjelasan umum UUH.T.
terutama didalam sub 3 bagian a, yang menyebutkan bahwa salah satu dari
empat ciri pokok hak tanggungan, adalah memberikan kedudukan yang
diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya. Dan, kemudian
dikuatkan dalam sub 4, bahwa dalam pelelangan benda jaminan, atas hasil
penjualan eksekusi benda jaminan.

Kata “diutamakan" dalam hak tanggungan adalah sama dengan kata
preferen dalam hypotheek, vyaitu preferen atau didahului di dalam
mengambil pelunasan atas hasil penjualan/eksekusi benda objek hak
tanggungan dibandingkan dengan para kreditur konkuren.

Apabila kita berbicara mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan,
tidak dapat dilepaskan sama sekali dari pembicaraan mengenai hypotheek
dan credietverband. Apabila telah diakui, bahwa segi-segli daripada
hypotheek yang mempunyai sifat universal, yang dikenal hampir perundang-
undangan modern. Sebab, menurut pendapat dari Wawan Setiawan,
dinyatakan bahwa ketentuan tentang hypotheek, sekalipun berasal dari
hukum perdata barat, tetapi sudah dapat diterima dan sekaligustelah
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Bahkan, ada beberapa hal yang berpendapat secara terang-terangan
menyatakan, bahkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Halk
Tanggungan, sedikit banyak berasal dari ketentuan hypotheek dan
credietverbandyang telah berlaku sekian lamanya di Indonesia, yang
pernah dikenal dalam pasal-pasal 1162 KUH Perdata dan seterusnya, yang
telah mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Indonesia mengenai
hulkum jaminan. ‘

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang
ada di dalam U.U.H.T. merupakan pencangkokan dari beberapa prinsip
dari hypotheekversi BW, yang kiranya dapat dikembangkan pada pranata
Tanggungan.

Sebagaimana telahdiketahui bersama, bahwa, U.U.H.T. berdasar
atas U.U.P.A. yang bersal dari asas-asas hukum Agraria adat. Sedangkan
mengenai ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek dan credietverband
adalah berasal dari zaman Kolonial Belanda, yang memang dibuat untuk
kepentingan pemerintah Kolonial Belanda pada saat itu, yang bersifat
dualisme dengan asas-asas hukum adat.

Oleh karena itu, ketentuan tersebut (mengenai hypotheek dan
credietverband) jelas tidak sesual dengan asas-asas Hukum Tanah
Nasional dan dalam kenyataannya tidak dapat menampung
perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hak jaminan
sebagai akibat dari kemajuan perkembangan ekonomi.

Akan tetapi, tidak semua ketentuan dari Hak Tanggungan yang diatur
dalam U.U.H.T. adalah semuanya merupakan hal-hal atau ketentuan yang
baru. Dalam beberapa hal, ketentuan-ketentuan yang ada dalam
hypotheek dan credietverband yang masih cocok dan tidak bertentangan

dengan asas-asas yang terkandung dalam pasal 24 UUHT.
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Sehingga, berdasarkan pasal 24 UUHT tersebut, ada sebagian pihak
tertentu yang mengusulkan, agar sekiranya kita sulit untuk memecahkan
suatu persoalan, dapat diupayakan jalan kompromis, dalam arti, kita
dapat mengkombinasikan antara amanat dari pasal 51 UUPA dengan

ketentuan hypotheek dalam BW (KUH Perdata)

2.3.2 PENGERTIAN PERJAN]JIAN KREDIT

Kata “kredit” berasal dari bahasa romawi “credere”, yang artinya
adalah percaya (Belanda : Vertrouwen, Inggris : believe, trust or
confidence).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Pasal | angka 11, dikatakan bahwa arti daripada kredit adalah penyediaan
uang atau tagihan-tagihan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam
berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, dalam buku “Perjanjian Kredit
Bank”, didalam perpustakaan Hukum Perdata terdapat beberapa
pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian kredit, yaitu:

1. H.M.A. Savelberg, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti yang
antara lain:
- sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintenis) dimana seseorang
berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
- sebagal jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada
orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang

diserahlkan itu.
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2. Mr. ]. A. Levy, merumuskan arti hukumdari kredit sebagai berikut:

“Menyerahkan secara suka rela sejumlah uang untuk dipergunakan
secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak
menggunakan pinjaman itu untuk keuntungan dengan kewajiban

mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari”.

Dari ajaran Levy ini sudah menunjukan adanya pengkhususan arti

hukum dari kredit, yakni perjanjian pinjam uang.
3. M. Jakile

Menurut pendapat dari Lakile, bahwa kredit adalah suatu ukuran

kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai

ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutang

pada tanggal tertentu.

Dari pengertian tersebut, kemudian Jakile merumuskan dan

menyimpulkan adanya 4 (empat) elemen penting dari definisi

tersebut yaitu:

i

tidak seperti hibah, transaksi kredit mensyaratkan pemimjam
pemberi kredit untuk saling tukar menukar sesuatu yang bernilai
ekonomis.

tidak seperti pembelian secara kontan, transaksi kredit
mensyaratkan debitur untuk membayarkan kembali kewajibannya
pada suatu waktu di belakang hari .

tidak seperti hibah atau pembelian secara tunai, transaksi kredit
akan terjadi sampai pemberi kredit akan bersedia mengambil
resiko bahwa pinjamannya mungkin tak akan dibayar.
penanggungan resiko oleh pemberi kredit adalah sejauh apabila
pemberi kredit telah menaruh kepercayaan terhadap peminjam.
Resiko dapat dikurangi dengan cara meminta kepada peminjam/

penerima kredit untuk menjamin pinjaman tersebut dengan

menyerahkan suatu barang jaminan tertentu kepada pemberi kredit.
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Menurut ketentuan pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perikatan itu
dapat tumbuh baik karena perjanjian maupun karena Undang-Undang
Perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan
bersepakat saling mengikatkan diri dalam perjanjian mana timbul
kekuasaan dan kewajiban pihak-pihak yang perlu diwujudkan yang
berupa prestasi.

Menurut Abdul Kadir Muhammad (1992:8), ketentuan pasal 1313
KUH Perdata yang berisi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang atau lebih lainnya, kurang begitu memuaskan, karena ada

beberapa kelemahan, yang antara lain:

1. Menyangkut sepihak saja.

Hal in1 dapat diketahui dari perumusan kata-kata ‘“mengikatkan
dirinya" dan juga kata-kata “satu orang atau lebih lainnya”, sifatnya hanya
datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak, seharusnya

perumusan itu adalah “saling mengikatkan diri”. Jadi ada konsensus

antara para pihak.

2. Kata perbuatan mencakup juga perbuatan tanpa konsensus.
Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga melaksanakan tugas
tanpa kuasa (zaakwarneming matigdaad) yang tidak mengandung

konsensus. Seharusnya di pakai kata “persetujuan’.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas
Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas karena
mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam hukum

keluarga. Padahal, yang dimaksud adalah hubungan antara kreditur dan

debitur mengenai harta kekayaan dan perjanjian yang diatur dalam Buku
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Il KUH Perdata yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat

personal/ kepribadian.

4. Dalam pasal 1313 KUH Perdata tidak menyebut tujuan.

Karena dalam perumusan tersebut tidak menyebut tujuan
mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu
tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan demikian pengertian
perjanjian adalah suatu persetujuan dengan nama dua orang atau lebih
saling mengikatkan dii’i untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan
harta kekayaan.

Untuk perjanjian yang sah, menurut pasal 1320 KUH Perdata harus
memenuhi empat syarat, yaitu:

1. harus ada kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri, mengenai
objek perjanjian. Kesepakatan tidak boleh mengandung unsur
paksaan, penipuan dan kesesatan (dwang, dwarling en bedrog).

2. harus ada kecakapan bertindak diantara para pihak untuk membuat
suatu perjanjian.

3. mengenai suatu hal tertentu, yang merupakan pokok perjanjian yang
harus dilaksanakan dalam membuat suatu perjanjian.

4. adanya sebab yang halal, artinya tidak boleh bertentangan dengan
hukum atau undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (pasal
1337 KUH Perdata). -

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas antara kredit dan
perjanjian, maka di dalam KUH Perdata tidak akan kita temukan adanya
pasal/ ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian kredit. Akan tetapi
beberapa ahli, lebih mengidentikkan antara perjanjian kredit tersebut

dengan perjanjian pinjam-mengganti.
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Hal ini dapat kita lihat di dalam definisi dari perjanjian pinjam-
mengganti, yang terdapat dalm pasal 1754 KUHP, yang mengatakan
bahwa:

“Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana

pihak kesatu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu

barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat
bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumliah

yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Menurut Asser Kleyn, definisi tersebut di atas tidak tepat. Kalimat
"barang yang menghabis karena pemakaian (verbruikbare zaken)"
seharusnya disebut “barang yang dapat diganti (vervangbare zaken)”.
Sehingga, bunyi pasal tersebut menjadi, “Perjanjian pinjam mengganti
adalah persetujuan derigan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak
lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat diganti ... dan

seterusnya” (Mariam Darus Badrulzaman, 1990:27).

Dari definisi perjanjian pinjam mengganti yang tersebut dalam pasal
1754 KUH Perdata, dapat kita ketahui bahwa perjanjian pinjam mengganti
adalah termasuk perjanjian riil. Artinya, bahwa perjanjian ini baru terjadi
setelah terjadi penyerahan. Selama benda (uang) yang dipinjam belum
diserahkan, maka ketentuan dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata belum

bisa diterapkan.

Apabila dihubungkan dengan hak tanggungan yang merupakan
perjanjian yang bersifat accessoir, maka perjanjian kredit uang adalah
merupakan perjanjian yang bersifat pokok. Artinya adalah bahwa suatu
perjanjian accessoir dalam hal ini adalah hak tanggungan tidak akan ada
tanpa adanya perjanjian pokok, yang dalam hal ini adalah perjanjian

kredit uang antara kreditur (bank) dengan debitur (nasabah).
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Menurut ajaran yang dianut dalam UUP 1967, perjanjian kredit bank
adalah merupakan perjanjian pendahuluan (voorovereenkomst) dari
penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil
permufakatan antara tindakan riil adalah penyerahan pinjaman (uang)
dari kreditur kepada debitur, dan pada saat itu barulah berlaku
ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian dalam model
perjanjian kredit pada kedua pihak. Akan tetapi, dalam praktek, istilah
kredit itu meliputi baik perjanjian kreditnya yang bersifat konsensuil

maupun penyerahan uangnya yang bersifat riil.

Definisi kredit yang lainnya adalah sepaerti yang dikemukakan oleh
Raymond P. Kent dalam Money and Banking sebagaimana telah dilansir
dalam buku Dasar-dasar Perkreditan oleh Thomas Suyatno (1998), yang
menyatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran pada
waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan

barang-barang sekarang.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992, tentang perbankan (UUP), khususnya pasal 8, disana
telah menyiratkan agar kreditur dalam memberikan pinjaman kepada

debitur menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dan, untuk dapat melaksanakan prisip tersebut, kreditur harus
memperhatikan faktor-faktor penting dalam pemberian kredit, yang

diasanya dikenal dengan 5 C, yaitu:
1. Character

Yaitu faktor watak dari calon debitur, apakah calon debitur itu
mempunyai watakyang baik atau itikat baik untuk melaksanakan isi dari

perjanjian atau tidak.
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2. Capability

Yaitu faktor kemampuan dari debitur untuk melunasi kredit yang ia
peroleh dari kreditur melalui suatu analisis kredit guna menentukan

apakah debitur sanggup untuk melunasi kredit atau tidak.
3. Capital

Yaitu faktor modal yang digunakan oleh debitur dalam menjalankan
usahanya, apakah dapat digunakan atau mencukupi untuk
mengembalikan kredit kepada kreditur atau tidak apabila terjadi

kepailitan terhadap usaha dari debitur.
4. Collateral

Yaitu faktor besar kecilnya jaminan yang diberikan oleh debitur
untuk menjamin utang/kredit apakah cukup dengan jumlah besar kecilnya
kredit yang diajukan oleh debitur. Biasanya, benda jaminan nilainya lebih

besar daripada jumlah kredit yang diajukan/diminta.
5. Condition of Economic

Yaitu faktor kondisi ekonomi dari debitur. Tujuannya adalah untuk
mengetahui prospek usaha debitur apakah dipengaruhi oleh konjungtur
atau tidak dimasa yang akan datang. Disamping adanya faktor-faktor
tersebut, kreditur juga harus memperhatikan unsur-unsur penting yang

menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit, yaitu:

1. adanya unsur kepercayaan yang harus dipunyai oleh kreditur, bahwa

debitur akan sanggup mengembalikan dana yang dipinjam.
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adanya unsur prestasi, yang berarti bahwa kreditur berkeyakinan

bahwa debitur nantinya akan mampu untuk memenuhi prestasi yang
merupakan keuntungan bagi kreditur.

adanya unsur waktu pengembalian kredit yang tepat seperti yang
telah dijanjikan.

adanya unsur risiko, yang meliputi:
- Moral Risk (risiko moral)
- Financial Risk(risiko keuangan)

- Bussiness Risk (risiko bisnis)
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BAB III

PEMBAHASAN

3.1. PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN SEBELUM BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

Pada bab terdahulu telah dinyatakan , bahwa sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau UUHT,
maka peraturan yang mengatur tentang hak jaminan atas tanah adalah
peraturan mengenai hipotik yang diatur di dalam buku II KUH Perdata
dan Credietverband yang diatur di dalam S. 1908-542 sebagaimana telah
diubah S§.1937-190 Jo. S. 1937-191.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 telah

menyebutkan, bahwa :

"Hak Tanggungan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang
ini, yang menggunakan ketentuan Hypoyheek atau Credietverband
berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diakui, dan selanjutnya
berlangsung sebagai Hak Tanggungan menurut Undang-Undang ini

sampal dengan berakhirnya hak tersebut.”

Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa UUHT juga masih

mengakui berlakunya hypotheek dan credietverband tersebut. Sebab,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

didalam Hukum Perdata, berlaku prinsip bahwa keabsahan suatu
tindakan dinilai menurut hukum yang berlaku saat tindakan itu

dilakukan.

Selain pasal 24 UUHT, pengakuan berlakunya hypohteek dan
credietverband juga telah diatur di dalam bagian Menimbang huruf c,
yang pada intinya bahwa sebelum efektif berlakunya UUHT, maka

hypohteek dan credietverband masih tetap dapat diberlakukan.

Jadi, dari hal-hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa selama lebih
dari 30 tahun sejak berlakunya UUPA, ketentuan dalam pasal 51 UUPA
belum dapat dilaksanakan dan belum dapat berfungsi sebagaimana
mestinya, karena bélum ada peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya secara lengkap. Sehingga, dalam jangka waktu tersebut,
kita masih menggunakan ketentuan mengenai hypotheek dan

credietverband.
3.1.1 HYPOTHEEK

Dalam praktek, khususnya didalam kalangan perbankan, dalam hal
penyaluran kredit yang berkaitan dengan pasal 8 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 (UUP), lembaga jaminan yang banyak digunakan
adalah hipotik (hypotheek). Hal ini, dikarenakan adanya keistimewaan
yang melekat pada hipotik. Keistimewaan tersebut diantaranya adalah
adanya hak kebendaan, adanya hak privilege/hak mendahului dan juga
droit de siute. Oleh karena itu , dari keistimewaan-keistimewaan
tersebut, penggunaan lembaga jaminan hipotik lebih menguntungkan

bagi para kreditur.
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Didalam BW atau KUH Perdata, hipotik diatur dalam Bab XXI Pasal

1162-1232. Namun demikian, seluruh ketentuan didalam Bab tersebut
belum pernah berlaku, karena ketentuan-ketentuan yang mengatur
tentang hukum formil hipotik dinyatakan tidak berlaku oleh Bepalingen
omtrent de invoering van en de overgang tot de nieuwe wetgeving
dengan dikeluarkannya S. 1848-10 (ov. Bep.). Ketentuan-ketentuan
hipotik yang tidak berlaku itu adalah antara lain mengenai cara
pembelian, pendaftaran dan pencoretan hipotik (pasal 24 ov. Bep.), yang
diubah dengan Overschrijvingsordonnatie beserta perubahannya yaitu

S. 1848-27 jis Governements besluit S. 1947-12 Jo. S. 1947-53.
Menurut pasal 1162 BW, definisi dari hipotik adalah :

" Hypotheek adalan suatu hak kebendaan atas benda yang tidak
bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi

pelunasan suatu perutangan.”

Istilah hypotheek berasal dari bahasa Romawi, yaitu hypotheca
yang dalam bahasa Belanda disebut onderzetting, dan dalam bahasa

Indonesia berarti pembebanan (Mariam Darus Badrulzaman, 1991:15).

Hipotik mempunyai sifat-sifat umum yang membedakannya dengan

hak lainnya, yaitu:

1. hipotik adalah hak kebendaan, artinya hak hipotik ini selalu
mengikuti bendanya, walau berada di dalam tangan siapapun (pasal

1163 ayat 2 jo. Pasal 1198 KUH Perdata);
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2. hipotik merupakan perjanjian accessoir, artinya bahwa hak hipotik
ini bukan merupakan hak yang berdiri sendiri (Zelfstanding recht),

akan

tetapi adanya dan hapusnya tergantung (accessorium) pada perjanjian

pokok;

3. hak hipotik merupakan hak yang lebih didahulukan pemenuhannya

dari pada piutang yang lain (droit de preference);
4. mudah pelaksanaan eksekusinya apabila debitur wan prestasi;

5. obyeknya adalah benda-benda tetap baik berwujud maupun tidak

berwujud (hak-hak atas tanah);

6. hak hipotik hanya berisi hak untuk melunasi hutang dari nilai benda

jaminan dan tidak memberi hak untuk menguasai bendanya;
7. hipotik hanya dapat dibebankan atas benda orang lain;
8. hipotik adalah hak yang tidak dapat dibagi-bagi;
9. hipotik adalah hak yang terbuka (open baar);

10. hipotik mengandung suatu kekhususan (specialiteit).

Sebelum berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah, terdapat perbedaan antara hak tanggungan atas tanah yaitu
hipotik dan crediertverband. Hipotik, diberlakukan sebagai hak
tanggungan atas tanah-tanah yang tunduk dan menganut pada Konversi
Hukum Barat, misalnya hak Eigendom, hak Opstaal, dan lain-lain.

Sedangkan, credietverband diberlakukan atas tanah-tanah yang tubdulk
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dan menganut konversi hukum adat, seperti gogol, yasan, ulayat, dan
lain-lain. Akan tetapi, setelah keluarnya PP.10/1961 tidak ada pembagian

secara khusus

mengenai pembebanan tanah dengan hipotik atau credietverband. Hal
ini, karena setelah berlakunya PP.10/1961, para pemilik tanah semakin

sadar untuk mendaftarkan hak atas tanahnya.

Dari sifat-sifat tersebut, sifat kebendaan, hak yang didahulukan dan
mudah dieksekusi adalah sifat-sifat yang ampuh dan memberi
perlindungan yang kuat kepada pemegang hipotik, sehingga hipotik
merupakan lembaga jaminan yang paling disukai oleh kreditur (Mariam

Darus Badrulzaman, 1991:19).

Untuk menjamin benda dengan jalan dibebankan hipotik,

diperlukan adanya 3 syarat, yaitu:

1. adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok;

2. adanya perjanjian hipotik sebagai perjanjian tambahan (accessoir);
3. adanya pendaftaran hipotik.

Dan adanya pendaftaran tersebut, akan terbit sertifikat hipotik
yang akan dapat digunakan oleh kreditur untuk menjual lelang barang
jaminan apabila debitur wan prestasi atau tidak dapat lagi melunasi

hutang-hutangnya.

‘Akan tetapi, dalam praktik pemasangan atau pemberian hipotik itu
prosedurnya tidak gampang, dan haruis melalui formalitas tertentu,

memakan waktu dan biaya. Sehingga, ada kalanya untuk kredit yang
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diberikan, kreditur telah merasa terjamin bilamana telah mendapat
kuasa dari debitur untuk memasang hipotik dengan cara dua belah

pithak

membuat terlebih dahulu Surat Kuasa Memasang Hipotik, sebelum di
adakan perjanjian hipotik. SKMH in, dimaksudkan bahwa pihak debitur
memberikan kuasa kepada pihak kreditur untuk memasang hipotik

terhadap hak atas tanah milik debitur.

Dengan adanya SKMH ini, maka apabila terlihat tanda-tanda bahwa
debitur mulai termasuk dalam kategori kredit bermasalah bagi kreditu,
maka kreditur dengan berdasarkan SKMH tersebut dapat meminta
kepada PPAT untuk dibuatkan akte hipotik dan selanjutnya untuk
didaftarkan ke Badan Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Artinya, bahwa
pemasangan hipotik terhadap benda jaminan baru dilalkukan bila benar-

benar diperlukan (pemasangan nyata).

Di dalam praktek prekreditan, cara dengan pembuatan SKMH ini
lebih banya dipakai karena:

l. biaya murah, dalam arti tidak perlu sampai pada tahap
pendaftaran, karena apabila pihak debitur sudah melunasi hutang-
hutangnya, maka dengan sendirinya perjanjian kredit tersebut

berakhir;

2. tidak perlu adanya roya bila debitur tetap sanggup melunasi

hutang-hutangnya pada waktu yang telah ditentukan;

3. menghemat waktu, dalam arti baik debitur maupun kreditur tidak
menghabiskan waktu untuk mengurus atau menyelesaikan akte

hipotik beserta pendaftaran hipotiknya.
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Proses terjadinya hipotik itu sendiri, ada dua pendapat mengenai

kapan hipotik itu terjadi, yaitu:

1, Menurut sisten sebelum UUPA

Menurut sistem ini, proses terjadinya hipotih terbagi atas 3 fase yaitu

a. fase sebelum akta otentik, yaitu fase dimana pihak-pihak yang
mengikat perjanjian pijam uang dengan janji untuk memberi
hipotik sebagail jaminan, yang dimana janji tersebut bersifat

konsinsuil dan obligatoir;
b. fase akta otentik, yaitu fase dimana akta hipotik itu dibuat;

c. fase ketiga, yaitu fase pendaftaran.

Fase kedua dan ketiga ini, dilaksanakan dalam satu momen, yaitu
pada saat akta hipotik itu diperbuat. Fase kedua dan ketiga ini, diatur
dalam pasal 1171 ayat 1 jo. Pasal 1179 ayat 1 KUH Perdata, yang
mengatakan bahwa pemberian hipotik harus dilakukan dengan akta
otentik dan harus dilakukan dalam register umum yang disediakan untuk

itu.

Kemudian, pasal-pasal tersebut oleh pasal 31 Ov. Bep. Staatsblad
1848-10 dinyatakan tidak berlaku, dan sebagai gantinya diberlakukan
Overschrijvingsordonnantie S. 1834-27, yang tidak mengenal adanya
Openbaare Register seperti dalam KUH Perdata. Register dalam S. 1834-
27 hanya mempunyai arti administratif, artinya bahwa pendaftaran ini

bukan merupakan alat bukti hak
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2. Menurut sistem UUPA.

Menurut sisten yang terdapat dalam UUPA, proses terjadinya

hipotik, terbagi atas 3 fase, yaitu:

a.fase pertama, yaitu fase dimana diadakannya perjanjian yang

bermaksud meminjam uang dengan jaminan hipotik;

Menurut pasal 19 PP No. 10/1961, mengatakan bahwa setiap
perjanjian yang bermaksud meminjam uang dengan hak atas tanah
sebagail tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat
oleh dan dihadapan pejabat yang ditujuk Menteri Agraria. Akta tersebut,

bentuknya ditetapkan Menteri Agraria.
b. fase kedua, yaitu fase pemberian (pembebanan) hipotik;

Perjanjian pembebanan atau pemberian hipotik adalah perjanjian
kebendaan yang terdiri atas serangkaian perbuatan-perbuatan hulkum
yang dimulai dari akta hipotik dan diakhiri dengan pendaftaran dan
pemberian sertifikat (Mariam Darus Badrulzaman, 1991:53). Sedang,
mengenai bentuk akta pembebanan hipotik diatur dengan SK. Menteri
Dalam Negeri Nomor 104/DJA/1977 yang merupakan standard bagi akta
hipotik yang harus dipergunakan PPAT, yaitu dengan dikeluarakannya
Model Nomor 1045055.

c. fase ketiga, yaitu fase pendaftaran hipotik.

Untuk melakukan pendaftaran, maka akta hipotik beserta sertifikat
halk atas tanah dan naskah lain yang diperlukan untuk pembuatan akat itu
disampaikan oleh PPAT kepada Subdir Agraria Seksi Pendaftaran tanah

yang berwenang, untuk didaftar dalam buku tanah. Kepala Seksi
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Pendaftaran tanah, kemudian membuatakan buku tanahnya yang
bentuknya ditetapkan dalam SK. Dirjen Agraria Nomor SK 67/DDA/1968
tanggal 12 Juni 1968.

Menurut pasal 1186 KUH Perdata, dirumuskan secara terperinci dan
tegas, apa saja yang harus didaftar yang antara lain adalah salinan

otentik akta hipotik beserta dua lembar ihktisar akta hipotik (borderel).

Dari pendapat-pendapat tersebut mengenai proses terjadinya
hipotik, maka menurut penafsiran dari Boedi Harsono bahwa lahirnya

hipotik adalah pada saat dibuatkan buku tanah.

Sesuai dengan tafsiran Boedi Harsono mengenai saat lahirnya hak
milik, maka untuk para pihak saat lahirnya hipotik adalah pada saat akta
hipotik dibuat, sedangkan untuk pihak ketiga, adalah pada saat
pendaftaran, sebab pendaftaran adalah alat pembuktian untul pihak

ketiga. Penafsiran tersebut didasarkan pada pasal 23 ayat 2 UUPA.

Baru setelah sertifikat hipotik selesai dibuat, maka perjanjian
hipotik itu terlaksana, meskipun pada prakteknya, perjanjian itu dapat
dilaksanakan terlabih dahulu sebelum adanya/tertibnya sertifikat hipotik
itu. Pelaksanaan perjanjian hipotik disini mempunyai arti bahwa si
pemberi hipotik (kreditur) telah menyerahkan hak atas tanahnya kepada
si penerima hipotik (debitur), sebagai jaminan atas hutang yang diterima

debitur dari kreditur

Dalam pelaksanaannya, suatu benda tidak bergerak, dapat
dibebani lebih dari satu hipotik, atau dengan kata lain bahwa suatu
benda tidak bergerak (dalam hal ini tanah) dapat menjadi lebih satu

hutang.
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Bertitik tolak dari saat pendaftaran dilakukan, maka lahirlah tingkat
pemegang hipotik, yaitu pemegang hipotikpertama,kedua, ketiga, dan
seterusnya. Tingkat-tingkat ini merupakan realisasi dari suatu asas
didalam hak kebendaan yaitu mendahulukan hak yang lebih tua dari

yang lebih muda.

Aturan mengenai tingkatan-tingkatan hipotik terdapat dalam pasal

1181 KUH Perdata, yang menyatakan:

“Tingkat-tingkat orang-orang berpiutang hipotik ditentukan
menurut tanggal pembukuan mereka, dengan tidak mengurangi
kekecualian-kekecualian yang tersebut dalam kedua pasal yang
berikut. Mereka yang dibukukan pada hari yang sama bersama-
sama mempunyal suatu hipotik yang bertanggal sama, tak peduli
pada jam mana pembukuan telah dilakukan, biarpun jam itu dicatat

oleh pegawai penyimpan hipotik.”

Dari ketentuan pasal tersebut,dapat kita ketahui bahwa untuk
melakukan hipotik lebih dari satu kali adalah dengan memberi monor
urut menurut tanggal pendaftran kapada para pemegang hipotik. Jika
kemudian terjadi wanprestasi, maka pelunasannya ialah menurut urutan
terjadinya hipotik. Hipotik yang lebih dulu terjadi itulah yang dilunasi
lebih dahulu, jadi di sini terjadi tingkatan-tingkatan hipotik.

Tingkatan-tingkatan hipotik, tidak hanya mempunyai arti untuk
pelunasan pokok, akan tetapi juga untuk bunga yang terhutang,

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1184 KUH Perdata.

Seperti halnya hak-hak yang lain, hak hipotik juga dapat hapus.

Dalam peraturan ada 2 ketentuan yang mengatur hapusnya hipotik, yaitu
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yang diatur dalam pasal 1209 BW dan yang ada/diatur di luar pasal 1209
BW.

Berdasarkan ketentuan pasal 1209 BW, suatu hak hipotik dapat

hapus karena:
1. hapusnya perikatan pokok;
2. pelepasan hipotik oleh si berpiutang;

3. karena penetapan tingkat oleh hakim.

Diluar ketentuan pasal 1209 BW, suatu hak hipotik dapat pula hapus

kkarena:

1. hak atas tanah yang menjadi obyek hipotik dicabut untuk

kepentingan umum;

2.  pemilik tanah hanya mempunyai hak bersyarat atas tanah itu, dan

hak bersyart itu telah berakhir;

3. adanya percampuran utang, yaitu apbila si berpiutangmenjadi

elgenaar dari benda yang dihipotikkan;
4. karena verjaring atau daluarsa;
8. tidak dilaksanakannya hak hipotik dalam jangka waktu tertentu:

6. menurut ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor BA

10/241/10, bahwa hak hipotik tidak dimungkinkan hapus karena

hapusnya tanah yang dibebani hipotik dan atau tanahnya dalam

kekuasaan negara.
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3.1.2 CREDIETVERBAND

Credietverband ini diatur dalam Staatsblad 1908-542 dan diubah
dengan Staatsblad 1937 190 jo. Staatsblad 1937-191, dan ini berlaku
sebelum berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1961. Antara hipotik dan
credietverband, terdapat perbedaan. Credietverband, adalah hak
jaminan atas tanah yang disediakan untuk tanah-tanah yang tunduk pada
konversi hak adat. Selain tanah, bangunan-bangunan dan tanaman-
tanaman yang berdiri diatas tanah hak milik adat dapat

dicredietverbandkan terlepas dari tanah hak milik adat tersebut.

Pemberian dan pendaftaran credeitverband, dilakukan disatu
tempat oleh seorang pejabat yaitu Wedana. Jika tidak ada Wedana, maka
pendaftaran dan pemberian credietverband dapat dilakukan dapat
dilakukan oleh asisten Wedana. Credietverband diberikan dihadapan
Wedana yang membuat aktanya. Kemudian, Wedana berkewajiban
segera (terstond) untuk mendaftarkan adanya credietverband itu dalam

suatu register.

Pada prinsipnya, pelaksanaan dari credietverband adalah sama
dengan pelaksanaan hipotik. Yang membedakan diantara keduanya
adalah mengenai subjeknya. Subjek dari hipotik, tidak diatur secar
khusus dalam paéal-pasal peraturan perundangan, sehingga
dimungkinkan setiap orang (naturlijk person) maupun badan hukum
(recht person)untuk menjadi subjek dari hipotik. Sedangkan subjek dari

credirverband itu diatur secar khusus di dalam pasal 38 S. 1908-542,
yang

menyatakan bahwa credietverband hanya boleh diberikan kepada

kreditur yang di tunjuk oleh Gubernur Jendral (Presiden)
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Selain mengenai subjek, perbedaan antara hipotik dan
creditverband juga meliputi juga mengenai objeknya. Objek
creditverband adalah tanah-tanah hak milik yang tunduk pada konversi
hak adat, sedangkan objek hipotik adalah tanah-tanah yang tunduk pada

konversi hak barat.

Mulai berlakunya credietverband, menurut pasal 16 S.1908 No. 542
menyatakan bahwa adanya credietverband itu adalah sejak aktanya
selesal dibuat oleh Wedana, bukan pada saat pendaftarannya. Akan
tetapi, menurut Boedi -Harsono, mulai berlakunya credietverband adalah
pada saat pendaftaran, karena sejak saat itu, kreditur mulai mempunyai

hak preferen.

Setelah creditverband berlaku, maka pelaksanaannya adalah sama
dengan hipotik, baik itu mengenai hapusnya credietverband, maupun

mengenai aksekusinya.

Akan tetapi, setelah berlakunya PP Nomor 10/1961 tentang
Pendaftaran tanah, maka tidak ada lagi pembedaan secara khusus
mengenai credietverband dengan hipotik. Dan setelah tidak adanya
pembedaan itu, maka lembaga jaminan yang lebih benyak digunakan
adalah hipotik, meskipun credietverband tetap dianggap berlaku, dan
dengan adanya Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1973, disana
dinyatakan bahwa credietverband hanya dapat diberikan kepada

beberapa Bank Milik Negara, yaitu
a. Bank Pembangunan Indonesia;

b. Bank Negara Indonesia 1946;

c. Bank Dagang Negara;
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d. Bank Bumi Daya;
e. Bank Rakyat Indonesia;
f. Bank Ekspor Impor Indonesia.
Sedangkan Bank Tabungan Negara dan Bank Indonesia tidak disebut.

Selain dengan menggunakan lembaga hipotik dan credietverband,
hak tanggungan atas tanah juga dilaksanakan dengan gadai tanah
pertanian, FEO (Fiduciare Eigendomsoverdracht), jaul sende, dan lain-

lain.

3.2 PELAKSAAN HAK TANGGUNGAN SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT),
pada dasarnya adalah sama dengan lembaga jaminan hipotik.
Perbedaannya terletak pada pelaksanaan pendaftaran/pemasangan hak

tanggungan.

Seperti halnya pemegang hak hipotik, pemegang hak tanggungan
juga mempunyai kedudukan diutamakan dan juga mempunyai
keistimewaan seperti halnya hipotik, sehingga penggunaan hak
tanggungan yang baru juga menguntungkan bagi pihak kreditur dan

juga memberikan keamanan bagi pihak kreditur.

Didalam hipotik, seperti telah dijelaskan tadi, bahwa pendaftaran
untuk mendapatkan Sertifikat Hipotik hanya digunakan sebagai upaya

terakhir untuk mendapatkan pelunasan dari debitur, jika ada tanda-

tanda bahwa kredit yang diberikan kreditur kepada debitur tergolong
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kredit bermasalah. Sehingga dengan menggunakan SKMHsaja sudah
cukup bagi kedua belah pihak, terutama pihak kreditur merasa aman
mengenai dananya yang dipinjam oleh pihak kreditur. Selain itu, dengan

menggunakan SMKH, akan lebih menghemat biaya dan waktu.

Dengan adanya UUHT, maka ketentuan mengenai SKMH ini
diperbaharui. Pembaharuan tersebut dapat kita lihat dalam ketentuan
pasal 15 UUHT yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Memasang Hak
Tanggungan (SKMHT) bagi tanah yang telah bersretifiakt harus
dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) paling lambat 1
bulan setelah pemberian SKMH. Apabila dalam satu bulan setelah
dibuatkan SKMHT tidak segera dibuatkan APHT maka, menurut pasal 18
ayat 6, maka akibatnay SKMHT yang telah dibuat batal demi hukum.

Dengan demikian, ada pembatasan waktu bagi suatu surat kuasa
didalam UUHT, hal mana tidak ditentukan di dalam BW yang mengatur
mengenai hipotik. Sehingga, didalam praktek perkreditan saat ini
banyak sekali keluhan yang muncul, karena pihak kreditur dan debitur
tidak dapat lagi menunda untuk membuat APHT walaupun debitur belum
ada tanda-tanda mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman (kredit

bermasalah).

Sehubungan dengan ini, maka UU No. 4 Tahun 1996 sulit diterapkan
apabila menyangkut jumlah pinjaman/kredit dengan jumlah kecil. Hal
ini, dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengikatan
akad kredit sampai dengan pembebanan hak tanggungan menjadi
tanggung jawab pihak debitur, sedangkan jumlah kredit yang diminta
tidak terlalu besar. Sebagai contoh adalah kredit KPR dengan tipe rumah

sederhana.
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WILIK PERPUSTAKAME

Bagi debitur, biaya yang dikelu tukuyggéwelgf—
menjadi tanggung jawabnya, termasuk didalamnya pembebanan hak
tanggungan. Sedangkan kewajiban debitur membayar angsuran lancar
berakhir setelah kredit dilunasi pada waktu yang telah ditentukan (jatuh
tempo), dan APHT ikut berakhir pula. Bagi debitur, hal ini merupakan
suatu pemborosan. Sebaliknya, bagi kreditur merupakan tindakan

pengamanan yang baik terhadap para debitur yang wan prestasi.

Dengan demikian, antara kredit yang dicairkan dengan biaya yang
dikeluarkan, terlalu besar dan akan memberatkan bagi pihak debitur.
Hal ini, akan berbeda dengan ketentuan mengenai hipotik.
Penghematan biaya benar-benar dapat dirasakan, karena akta hipotik
hanya akan dibuat bila debitur ada tanda-rtanda akan wanprestasi,
sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Hal ini, akan lebih
memberatkan lagi bagi para debitur, karena tumbuh lagi dengan tingkat

suku bunga yang sangat tinggi.

Disamping adanya kelemahan-kelemahan tersebut, apabila
memandang dari tujuan untuk mengadakan univikasi dibidang hukum
khususnya hukum pertanahan, lahirlah UUHT patut disyukuri. Hal ini,
dikarenakan telah ada usaha yang masih berupa pethok, girig, dan lain-
lain tetap dapat dijadikan jaminan utang, sekalipun tanah-tanah tersebut

berdasarkan hukum adat.

Akan tetapi, ketentuan dari pasal 18 UUHT tersebut untuk jaminan
kredit-kredit tertentu diberikan pengecualian, yang man telah diatur
dalam PMNA/KBPN Nomor 4 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa Kredit

Koperasi Unit Desa, Kredit Usaha Tani, Kredit Koperasi Primer untuk

anggotanya, Kredit Pemilikan Rumah ukuran tertentu, Kredit Produlktif
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kebendaan yang lahir lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih
tinggi dari pada yang lahir kemudian.

Apabila terjadi debitur wan prestasi atas hutang-hutangnya yang
telah dijamin dengan hak tanggungan, maka kreditur dapat melakukan
eksekusi atas benda jaminan. Eksekusi objek jaminan ini, diatur di dalam
pasal 20 dan 21 UUHT. Menurut pasal 21 ayat 1, bahwa eksekusi itu
adalah melalui pelelangan umum, karena hal itu merupakan hak dari
kreditur pertama untuk menjual objek hak tanggungan, dan juga adanya
titel eksekutorial, karena mengandung kata-kata “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang dimaksudkan
untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hak
tanggungan, sehingga apabila debitur wan prestasi, siap untuk
dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.
Hapusnya hak tanggungan adalah karena:
1. hapusnya utang yang dijamin hak tanggungan;
2.  dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan;

3. pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat

oleh Ketua Pengadilan Negeri;
4. hapusnya hak atas tanah yang dibebankan hak tanggungan;
8. adanya pembaharuan utang;

6. adanya percampuran utang.

3.3 HUBUNGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
DENGAN ADANYA ASAS PEMISAHAN HORISONTAL.
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yang besarnya tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah),
SKMHT-nya beralaku sampai saat berakhirnya masa berlakunya
perjanjian kredit yang bersangkutan. Maksudnya, masa berlakunya
SKMHT disini ditentukan oleh masa berlakunya kredit, untuk mana

diberikan jaminan dalam bentuk SKMHT.

Proses pembebanan hak tanggungan dilaksanakan dalam 2 (dua)

tahap kegiatan, yaitu:

1. tahap pemberian hak tanggungan, yaitu dengan dibuatnya Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), untuk selanjutnya akta tersebut didahului dengan

adanya perjanjian utang piutang yang dijamin;

2. tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan

saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan atas tanah.

Seperti halnya dalam ketentuan mengenai hipotik, didalam praktek
prekreditan, satu benda jaminan, dapat dijaminkan lebih dari sekali,
dengan mengenal adanya tingkatan-tingkatan hak tanggungan. Adanya
tingkatan-tingkatan tersebut diatur dalam pasal 5 ayat 2 UUHT, yang
berbunyi:

“Apabila suatu objek hak tanggungan dibebani dengan lebih dari
satu hak tanggungan, peringkat masing-masing hak tanggungan
ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada Kantor

Pertanahan.”

Dengan demikian, pemberian tingkatan-tingkatan hak tanggungan

yang dikaitkan dengan saat pendaftarannya, merupakan konselewensi

logis dari pada sifat hak kebendaan, yang menyatakan, bahwa hak
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kebendaan yang lahir lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih
tinggi dari pada yang lahir kemudian.

Apabila terjadi debitur wan prestasi atas hutang-hutangnya yang
telah dijamin dengan hak tanggungan, maka kreditur dapat melakukan
eksekusi atas benda jaminan. Eksekusi objek jaminan ini, diatur di dalam
pasal 20 dan 21 UUHT. Menurut pasal 21 ayat 1, bahwa eksekusi itu
adalah melalui pelelangan umum, karena hal itu merupakan hak dari
kreditur pertama untuk menjual objek hak tanggungan, dan juga adanya
titel eksekutorial, karena mengandung kata-kata “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”", yang dimaksudkan
untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hak
tanggungan, sehingga apabila debitur wan prestasi, siap untuk

dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.
Hapusnya hak tanggungan adalah karena:
1. hapusnya utang yang dijamin hak tanggungan;
2.  dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan;

3. pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringlkat

oleh Ketua Pengadilan Negeri;
4. hapusnya hak atas tanah yang dibebankan hak tanggungan;
8. adanya pembaharuan utang;

6. adanya percampuran utang.
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3.3 HUBUNGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
DENGAN ADANYA ASAS PEMISAHAN HORISONTAL.

Ada diantara para sarjana, yang menfsirkan, bahwa didalam pasal 5
UUPA mengandung/menganut asas pemisahan horisontal, di mana
terdapat suatu pemisahan antara tanah dan benda-benda yang lain yang

ada di atas tanah tersebut secara horisontal.

Sehubungan dengan asas pemisahan horisontal, dapat di ketahui

bahwa menurut hukum adat:

1.  tanah dan benda-benda lain yang ada di atas tanah tersebut
sekalipun mempunyai keterkaitan yang erat dengan tanah diatas
benda tersebut berada, tetap merupakan dua benda yang berdiri

sendiri ;

2. pemilik tanah dapat menjual/menjaminkan tanahnya tanpa meliputi

benda-benda yang berkaitan dengan tanh yang bersangkutan ;

3. penjualan/penjaininan tanah, tidak dengan sendirinya meliputi
benda-benda yang berkaitan erat dengan tanah yang

bersangkutan;

4. pemilik tanah tidak harus sama dengan pemilik benda-benda yang

ada di atasnya.

Akan tetapi, yang selama ini terjadi di dalam praktek adalah jarang
sekali terjadi adanya pembebanan hipotik/credietverband, tanpa
memperjanjikan, bahwa jaminan itu meliputi pula bangunan dan
tanaman yang sudah ataupun yang akan ada di atas tanah yang

bersangkutan.
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Dapat kita katakan, memperjanjikan suatu jaminan meliputi pula
dengan semua benda yang bersatu atau dipersatukan dengan tanah

yang bersangkutan, sudah menjadi suatu janji yang selalu diperjanjikan.

Jadi, seharusnya kita menganut prinsip bahwa jaminan tanah
dengan sendirinya meliputi semua bangunan, tanaman, dan hasil karya
yang bersatu atau dipersatukan dengan tanahyang bersangkutan,
kecuali secar tegas ditentukan lain. Sehingga, apabila tidak secara tegas
diperjanjikan lain, maka penjualan rumah gedung dengan sendirinya

sudah meliputi tanah diatas mana rumah itu berdiri.

Pada hukum adat, pada asasnya para pihak dapat menetapkan,
bahwa penjualan tanah tersebut tidak termasuk bangunan gedung yang
berdiri diatasnya, sedangkan dalam sistem BW tidak dapat menentukan

batas antara tanah dan gedung.

Karena UUHT adalah bersumber pada UUPA, dan UUPA sesuai
dengan pasal § adalah bersumber pada hukum adat, maka dalam
kenyataannya UUHT menganut prinsip, bahwa tanah dan segala sesuatu
yang bersatu dengan tanahadalah terpisah, kecuali para pihak

menentukan lain.

Jadi, dari sini dapat kita ketahui bahwa UUHT ini, menganut asas

pemisahan horisontal.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis

simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

bahwa sebelum berlakunya UU No. 4 Tahun 1996, lembaga hak
jaminan yang berlaku di Indonesia adalah hipotik yang berdasarkan
hukum barat dan credietverband yang menganut hukum adat.
Hipotik, ternyata lebih disukai dalam praktek perkreditan, karena
dengan hipotik, biaya yang ditanggung oleh debitur lebih ringan,
juga lebih menghemat waktu,karena hipotik dapat dibebankan

hanya dengan SKMH saja.

bahwa dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1996, telah menciptakan
suatu unfikasi di bidang hukum atas tanah, karena telah ada
penyeragaman lembaga hak jaminan atas tanah, yang sekaligus
merupakan penghapusan bagi hak-hak jaminan yang berlaku
sebelumnya,karena lembaga jaminan dan peraturan yang

mengaturnya telah jelas dan tegas.

di dalam UUHT, terkandung prinsip bahwa tanah dan segala sesuatu
yang bersatu di atas tanah, pada dasarnya adalah terpisah dan
berdiri sendiri, sehingga dapat diketahui bahwa UUHT menganut

asas pemisahan horisontal.
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1.2 SARAN

Diakhir tulisan ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran

sebagai berikut:

1. untuk menghindari pemborosan biaya dan waktu untuk mengurus
APHT, hendaknya perlu diperbaiki kelemahan-kelemahan dengan
mengeluarkan peraturan pelaksanaan agar tidak memberatkan

debitur kecil.

2.  apabila sekiranya kita sulit memecahkan suatu persoalan mengenai
hak jaminan, hendaknya dapat diupayakan jalan kompromis, dalam
arti hendaknya mengkombinasikan antara amanat dari pasal 51
UUPA yang tertuang dalam UUHT dengan ketentuan hipotik di dalam
BW/KUH Perdata.
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; LLMB[\]U\ NTLGARA
X AT A ik s
.i REPUBLIK INDONUSIA
| No. 42, 1996 TANAIT AR TANGGURGAN, Jamnin ins™
1 Sectipiat. (Penjelasan dalam Tasmbaban [ embaran
1\ Negara Republik [ndonesia Nomar 3612)
L .
LR UNDANG-UNDANG REPUMLLIK INTYORTSTA
! \ NOMOIC A TAHUN (994
| TENTANG
zi ITAK TA NG GUNGAN ATAS TANAT RESERTA
: MENDA-BENDA YANG BFRICAITAN DENGAN TANAL
DUNGAN RASIMAT TUHAN YAMNG MATIA S
‘ Presiden Republik Indomesia,
Memimbang
": A, bahwa denpan bertambah meningkatnya pembangunan pasienal vane
| bertitik berat pada bidang exonomi. dibutubkan peayadiaan dona yana
cukup besar, sehingga memerlukan lembaza hak jaminan vang bt dan,
mampu memberi kepastian hukum bagi pihak pihat yane berke; pentinean,
. yang dapat mendorong peninpkatan partisipasi masyarakat  dalam
} ' perubangunan untuk mewujudkan masyarakat yang scjahtera, adil, dan

bt - Mengingat :

. bahwa mengingat perkembangan vann lah dan ak

. bahwa berhudbung denpan hal-hal tersebut oy aras

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Uadang Dasar 1943,

bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor § Tabun 19064) (= nans;
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sampai densan saat ini, Yrienniin.
ketentuan yang lengkap mengenai Hak Tanpgunpan sebagai lembaea hak:
jaminan yang dapat dibebankan atas tanah becilan ara Atidals heribuy
perda-benda yang berbaitan deazan tanih, S lum el

. bahwa ketentian mengenai Hypatl.eek sehagaimana diame dalam by (!

Kitab Undang-undang Hulum Peedaa Indonctia sepanjane mensero
tanah, dan ketentuan meng2nai Creeietvedsind datam Rtaaeehlal (e 54
sehagaimana telah divbah denvan Staatshiad 1937100 yaony berdanarlan

Pasal 57 Undang-uadang Nomar 5 Tahue i9¢) tening Peraniran ey

Pokok-Pokok Agraria, masih diberlakikan <emncntasa sampar denean
terbentukinya Undang-undane tentaag Hak Tanaeunean domanaees il
sesuai lagi dengan kebunthan kewnatan perl rrditan, selibuneas (e san

perkembangan tata ekenomi Indonesia

an tenadi  ydeae
pengaruran dan administrasi hak-hak atas nan sera untik memenih
kebutuban masvarakat banyak, selain Ha'c Mili, Hob Guna Haaha, dan
Hak Guna Bangunan yang telah dirunjuk sebagar abyeax Hab Tanomemoan
oleh Undang-undang Nomar © Tahun 1940 tentann Peraturan Dasca-
Pokok-Pokok Agraria, Hak Pakai atas tanah t=rientu yaaw waph didafiar
dan menurut sifamya dapat dipindahtanzankan, sy pica dimunsbiaban

untuk dibebani Hak Tangeunpan, - i

el dhbennel undane.
undang yang mengarur Hak Tarneungan atas tanah Meeerta bepda v
yang berkaitan dengan tanah, eebagaimana tatare Undarg.
undang Nomnor 5 Tahun 1960 (ratany Pecaturan [Dasay
Agraria, sekaligus mesagudkan etivast Hudnem Taralh Sa

dhimak sy
1_'!\\\-'\ }‘.|'. s

sinal,
l!
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPURLIK INDONESTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan @

UNDANG-UNDANG TENTAMG HAK TAMNGUIIHOAN ATAL TANAN
AFSERTA BENDA-BENDA YANG RERKAITAN DENHGA TANAT

AT

ICIETENTUAN TN A '

Ml 1

Dalam Undang undang ini yane dig absed drppan

I

A

Hak Tanppungan atas tapeh besnra boady fendy vane harvaran deapag
aah, yany selanpuinya disshae Hal Taneunean, afalah hax wn-.r;an
yang dibebankan pada hak ans nanal sebagaieua danabeend dalae
Undang-undany, Nowor 5 Tahon 15O enans Pecamiren Dasar [olbos
Pokok Agearia, beokut atan ik bersar benda Bendy e yan g
mcqmakgn sati: kesatuan deapan tapah ang, uand palamatan atan
tegicniw,., yang memberikan keduduzan vang dhutamaeban Napada b rediing
lcrtcnn'g terhadap heeditor kirdior Loe,

SIRELTY (o .,

Kreditoe adalah pihal vape Doty
platang tertenm;

Debitor adalah pihak yang 'erutany dalam waam babuagan utans-putans
tertenti,

. Pejabat Pembuat Akia Tanah, yarg szlanjuinya dischut PPAT, adalan

pejabat umum yang diberi wawenenp unvie membuat axia pemindanan
hak atas tanah, akta pemiebanan hak atas tanah, dan aka pemivriag
\uasa membebankan Hak Taineouaean mecnarit neraturan perandana-
undangan yang berlaky |

. Aka Pemberian Hak Tanggunzan adalah asta PPAT yang b

pemberian Hak Tangpincan kepada kpediter recientu schaga jumaan

LS

untuk pelunasan piutangnya, _ 4
. e
. Kantor Peranahan adalah umit ¥egja Badan Peranahan SGannal di
wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilaysh vizunstanl lun yang
setingkat, yang, mefakukan pradaftaran hab atrs tiaah daa pemzhiharasa
daftar umum peadaftaran tanal
I'acal 2
(1) Hak Tanggungan mempuit sifar tdal dapar ditvey ham, beouah pha
diperjanjikan dalam Akt Pamberian Hak Tanecunsan, ashagsmam
dimaksud pada ayat (2) L T
= . . [ ‘ - 1 yat e panals
(2) Apabila Hak Taszeunpan i vakan gand Lt papa Wak anes

dapat diperianjikan dalam Akry Peosberien Hak Tanprissan

Wi gl Mar.

sanplutan, bahwa pelunas niang e Croemn et dalab e an e
CArA ANRSUL L1 yang: Desdnya sam Qe an malan e s B el
3 Fo T )

tanah yang aerupakan b farp obid fai daneguneas, wanh

ditebaskan dary Hak T ococuegan dersdtngl, SERABEN VE Sudi b

Tanpgungan i hanwa restasam wme ek
meajamin slsa vlang san

B N 5 SR NPT (J-esCe a1 W th P Sl S T T T OO £ T

Vi
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4 ] © o [(2) Hak-Tanggungan-dagat dibe pikad untuk suaty dangyad gberaiyla i sam
i _ -hubtingan .hGKUM atal untuk Saw utang ataw lebih yang berasal dar
r H beherapa hubungan hukum, ‘
aeiles ; TAB II
B G N R :
I’." . ' - OBYEK HAK TANGGUNGAN g
;":'l " ‘ Pasal 4
‘ i ' (1) Hak atas tanah yang dapat dibcbani 11ak Tangeunpan adalah ; il
] ; i
,"-[-." a. Hak Milik: ¢ g
M e
.,r;j i\ : b, Hak Guna Usaha; 2y
) L L ' .
""'T-:"l"' AR ¢., Hak Guna Bangunan.
ORI ‘ (2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak
,[ ;‘1 Pakaj atas tanah Nepara yang menurut keienmian yang berlaku wajh ]
oty didafar dan menurut sifatnya  dapat dipindahtangankan dapat juga Fpte
L dibebani Hak Tanggungan. hS e
L ' ' (3) Pcr_ﬁbcbanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak Milik akan '
% F' AN diatur leblh lanjut dengan Peraturan Pemerintah. L L E
I';’A N . . .
% f ' (4) Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas anah b
;"\ u bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yane
,-4" g, o W merupakan satu kesatuan dengan tamah tersebut, dan yang merupakaa
i .'( . A milik pemegang hak atas tanah yang pembsbanannya dengan tepas
‘. ' S dinyatakan di dalam Akta Pemberlan Hak Tanggnapan yan; bersanp.
R L kutan. o
S ' - (TN s .
.__'j":;" - (5) Apabila bangunan, tanaman, dgn_hn.{il karya sebagaimana dimaksud
L : pada ayat (4) tidak dimiliki oleh peme 1a0g hak atas tanah, prmbebanan
e Hak Tangguogan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan
J dengan penandatanganan serta pada Akia Pamberian Hak Tanzgungan
I yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang dibeci kuasa unruk ity
i' ‘. ' zlchnya dengan akta otentik, . ‘
k- N
1 | Pasal 5
i~ ! (1) Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibehani dengan lebih dari saty 1Hak
{2 -\ Tanggungan guna menjamin pelunasan [2bih dari satu ulang, A
} ' (2) Apabila suata obyek Hak Tangguogan dibebani dznpan lebiy dari sau
SRR ' Hak Tanggungan, peringkat masing-masing Hak Tanggungan ditennukan,
. g \ menurut tanggal pendafiarannva pada Kantor Pertanahan -
e ‘
Bl ] (3) Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama
1 i) ditentukan menurut tanggal pembuatan Akta Peenberian Hak Tangpunpan
Sdp Yin yang bersangkutan.
: !}
LA ; Pasal 6
% Apabila debitor cidera janji. pemegang Hak Tanggungan periama meme
! ? ) : punyal_hak uaruk’ menjual obyek Hak Tanggungan atas kehuasaan sendin
i melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan pivtangnya dari hasil
m i penjualan tersebut.
Wl
1 Pasal 7

X Hak Tanggungan tetap mengikuti chyekya dalam tangan tiapa pun obyek
e & ' teesebut berada. Y
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yang inempunyai kewenangan  uniuk  melavitoan el hndaim
a l c vCIL Y - \ \ C ) NeE
1 )10) {drhiads k(A m;},ﬁn&\h‘)‘iﬁé(&*g ,1,\%!“&'1 moer
(2) Kewenangan unmk melakukan perbuatai hulaum Irrhadap obved Pk
Tangpunean sebagaimana dimakeud pada aya (1) hams s parla

pemberl Hak Tanggungan pada saat pendafiaran 1k Tanproneae
dilakukan,

Pasal 9

N

Pemegang Hak Tanggungan adalah arang perseorannan aitan badan hilum
yang berkedudukan sebagai pihak yary bemiutang

AR 1Y

TATA CARA PEMBCRIAN, PESDAFTARAN,
PERALTIHIAN, DAN TIATUSNYA HAK TANGOGTNG AN

: N
Parall 10
) \

(1) Pemberian Hak Tanggungan idahului denean jarp uniis e mberdan
Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan uiane  tenenn, yang
dirvangkan di dalarn dan merupakan bagian 1ak temisahkan dar (erjan-
jian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lannya yang
menimbulka. Ling tersebut.

(2) Pemberian Hak Tangoungan dilakukan dennan pembuatan Akt Pem.
berian Hak Tanggungan olel, PPAT nesuar deapan prraturan joa. 4oy
undangan yang berlaku,

A

L (3) Apabila obyek Hak Tanggungan berupi hak aras ianah yana berazal dan
konversi hak lama vang telah memenuhi syarat untuk didaftarban aban
tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tangiunpan
dilakukan bersamaan denpan permohonan pendaflaran hak atas tamah
yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Didalam Akta Peimbriian ik Tanrynnean waph dicans

N
A, nama dan identitas pemepans dan permben) Hak Tapneanan,

b. domisili pihak-pihas sebagaimana dimaksud parda hueif a, dan
apabila di antara mereka 14 yanz bercomisili ¢i fuas iadonesia,
baginva harus pula dicantumican suat damisii prhhan i Indanssia
dan dalam hal domisili pilihan ity tidak dicantimkan. v antoc PPAT
tempat pembuatan Akt Pemberian Mok Tanpsuneas dianguap
sebagai domisili vany dipilih;

€. penunjukan secara jelas urans atau ULANR LD AN gt sehatas
mana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal [0 v (1),

d. nilaitangaunpan;

e. wraian yang jelas mangenai ohyek [k Tanprurean

(1) Dalam Akta Pemberian 1k Tannaunean dapa: eaatimban Py,
antara lain :

A. janji yang membatasi kewepangan pemberi Hak Tanczuacin unmk
menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/uvaun mensnmkan atan
mengubah jangka waker sewn dan/azau rocaerima vang sewa di

.muka, kecuali deegan persetujuan tertulis lebih dainuly dart pemeging
Hat Tancoiinosn- 1

ik
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¥ Jalt}ji. .v."e ‘:n‘-?!'n?_m-“kﬂn kew, ﬂ.-‘\'ﬂg:'in JC,PP"M MY .“‘.-H"k
Tangpungan “dntuk mengélola obyek Hak Taszminean berdasackan
penctapan. Ketua Pengadilan Negeri yang dasrah hiruimnya meliputi

: letak obyek Hak Tanggungan apabila debitor sungguh-sunemuh cidera

e janji; ' i

oLl d. !anji yang memberikan ke'venangan kzpada prmegcny Hak Tane-

| gungan unn:x menyelamatkan obyesk Hak Tangwunpan, pka hal i

e diperlukan uatuk pelaksanaan eksekusi atan untek mencepah meajac

i . hapusrya atan dibatalkannya hak yang menmjacdi obvek Fak Tang-

;: . ' gungan karena tidak dipenuhi atan dilanpgarnya ¥etentuan undane.

, undang:

|

|

By O e. janji bahwa pemepang Hak Tangmungan pertama memponyy ok
: b untuk menjual atas kekuasasn sendinn obye' [k Tangeungan apabila
N . debitor cidera janji;

. f. janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanaennean prrtama hahwa
S obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tangqunpan;

g£. Janji bahwa remberi Hak Tangrungan tidak akan melepathan haknva
i ol . alas obyek Hak Tangpurgan 1anpa perseniuan tertulic Telnh dahuly
LK dari pemegang Hak Tanggungan;

1 : h. janji bahwa pemegang [lak Tanggungan akan memparoleh scluruh
' atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tangmmgan
! o untuk pelunasan piutangnya apabila ébyek [lak Tangaunnan dilepas.
o TR kan haknya oleh pemberi Hak Tanpeunran atan dicabnt haknva untuk
S * kepeatingan umum;

janji bahwa pemegang Hak Tanfgungan akan memperoleh selunin
= ' atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tang:

§o gungan untuk pelunasan pintangnya, jika obyek [Hak Tanggunean
! diasuransikan;

it W j. janji bahwa pemberi Hak Tanggunpan akan mengosongkan obyvel Hak
: Tanggungan pada wakmi ekse¥usi Hak Tanggungan;

k. janji yang dimaksud dalam P'asal 14 ayat (4)

AR T Pasal 12

A Janji yang memberikan kewcnangan kepada pemepang Hak Tanpgungan
¢ untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila dehitor cidera janji, batal
AL | demi hukum.

o
'
E | '
J Pasal 13
(1) Pzmberian Hak Tanpgungan wajih didafiarkan paly Kantor Paaanahan,
(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Xegja setelh penandataneinan Akta
Pemberian Hak Tanggungan sebagrimana dimabaud dalarn Pasal 10
avat (2), PPAT wajib neanirimban Alca Pzovbarian flak Tasppuae
' vang bersanpkutan dan warkah lain yane dipelutan bepada Hantor
") ' 'ertanahan,
i . (3) Pendaftaran Hak Tanpguaean sebapaimana dinmaksud pada avat (1)
! . dilakukan oleh Kantor Pettanahan denean membuaatkan buky-tanah Hak
oo Tanggungan dan mencatatnya dalam boku-tanaly hab anat tansh yang
), ‘ menjadi obyek Hak Tanpzungan secta menyain catatan tersebut pada
1w sertipikat hak atas tanah yang barsanghutan.
i, - (4) Tanggal buku-ltanah Hak Tanegunean sebapaunana dimakaud pada

ayat (1) adalah tanggal hari ketujuh setelah pencnimaan secara lengkap

L S miinml -maran® Sasamas SNSL o ok L o o R w L e W L R L e e, e e Y

)
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. Pasab 4

(1) Sebagai tanda bukti adanya Wak Taneouncan, Kantor
menerbitkan sertipikat  Hak Tanggunpan -
perundang-undangan yang berlaku.

Partansthan
ssom o denpan peraturan

(2) Sermipikat Hak Tangpungan sehagaimana dimaksud pada ayar (1)
memuat irah-irah dengan kata-kaga TDEMT KEADILAN NERDASAR.

KAN KETUHANAN YANG MAHA FSA".

(3) Sertlplkat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat ()
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan purisan penpadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ean Iwerlak sehagai
‘pengganti grosse acte Hypotheck sepanjang mengznai hak atas tanah.

(4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telah
dibubuhl catatan pembebanan 1lak Tanggungan sehapaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada premegang hak atas tanah
yang bersanpkutan,

(5) Sertipikat Hak Tangponean dissrahban kepada pemeeane 11a¢ Tane
pungan.

! ) : Pnsal 15§

(1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibiat dengan ala
notaris ata akta PPAT dan memenahi parayaratan sehapai ber bt

a. tidak memuat kvasa uomk melakukan pertuatan hukam lain daipata
membebankan Hak Tangfungan;
b. tidak memuat kuasa suhstitusi,

'

‘e, mencantumkan secara jelns ohyek Hak Tanppunnan, jumlah vians dan
- nama serta identitas keeditornya, nama daa ideatitas debitor apabila
debitor bukan pemberi Hak Tang:ingan.

(2) Kuasa Untuk Membebankan Hak Taaggungan tidak dapat ditarik kembali
atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena luasa
tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka wakniava
sebagaimana dimaksud pada ayat-(3) dan ayat (4).

(3) Surat Kuasa Mecmbebankan Hak Tangpungan mengenai hal atas tanah
yang sudah terdaftar wajib ditkuti dengan pambuatan Akta Pembrrian Hak
* Tanggungan selambat-lambatya | (satu) bulan sesudah dibarihan

(4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanppingan mengenai hal anas tanah
yang belum terdaftar wajib ditkiii denpan pembuatan Akta Pzimmberian
Hak Tangguagan selambai-lambanya 3 (1iga) bulan sesudah diberikan,

(5) Keteotvan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidakx berlaky
dalarr lal Surat Kuasa Mambtabankan Hak Tanggunean diberikan unmk
menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan pariadang-
undangan yang berlaku,

(6) Surat Kuasa Membebankan Hak Tangrungan yang tdak dekun denzan
pembuatan  Akta Pemberian Hak Tangpungan  dalam  wakiun  vang
ditentukan sebagaimana yvang dimaksud pada ayat (3) atau avat (4), atau
waktu yang ditentukan menurut Xetentuan sehapaimana yang dimakand

©+ pada ayat (5) batal demi hukum
Vetentpen fehaqaiman, Somviloga poe AT LIRA I RN AIRY V) I {2
['asal 14

‘ulr'..

(1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggunpan beralth karena cresie,
subropasi, pewarisan, atau sebab-sebab Jain, Mak Tanprmean tereehu
ikut beralih karena hukum kepada krediter yang, ban

(2) Beralihnya Hak Tanggunean sehagaimana dirmasad pada ayat (1) weanh
didaftarkan oleh kreditor ying haru kepada Kanros Pectarahan

(3) Pendaftaran beralihnya Hak Tanszunecan sebacyimana demalsud pada
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(4) Tanggal—pensatatan.pada  bukp-tanaly sebagaimanay dimabhead, pacts
ayat(3) adatah’ tangpal-harl kenijull Yetelal diefimanyasetara fedphan
surat-surat yang diperlukan bapi pendaftaran beralihnya 1ak Tanrpunsan
dan jika hari ketujuh itu jatah pada hari libur, eatatan ine dibar berianneal
hari kerja berikutnya.

(5) Beralihnya Hak Tanggungan mulai berlaku hagi pihak ketiga pada han
trggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

I'asnl 17

Bentuk dan isi Akta Pemberian Hak Tanggunpan, bentuk dan 1si buku-tanah
Hak Tangpungan, dan hal-hal lain yang berkaitan denran tata cara pain-
berian dan pendaftaran Hak Tanggunpan ditetapkan dans diselenagarakan
berdasarkmn Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksnd dalam agal [0

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pobnk-Pokok
Agraria.

Pasal 18
(1) Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikau
a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
b. dilepaskannya Hak Tnnmnngnr{ oleh pemepang P.[nk Tanprunean;

¢. pembersihan Hak Tangpungan berdasarkan penetapan perinphiat oleh
Ketua Pengadilan Nepgeri;

d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

(2) Hapusnya Hak Tanggungan karema dilepaskan oleh pemepangnya dilaku-
kan dengan pemberian pernyataan termulis menpenai dilepaskannya Hav
Tanggungan tersebut oleh pemepang Hak Tangpungan kepada pembei:
Hak Tanggungan.

(3) Hapusnya . Hak Tanggungan karera pembersihan Hak Taneaunpana— "
berdasarkan peuctapaa peringkac olch Keiua Peagadiian e ety
xarena permotionan pambeli hak atas lanah yarg dibsbant Hak Tang-

. .gungan tersebut agar hak atas tanah vang dibelinya it dibersihean dan
. beban Hak Tangrungia sehagaimana diatnr dalam Thasal

(4) Hapusnya Hak Tanggungun karcoa hapusnya hak atas tanah vanz
dibebani Hak Tangguagan lidak menyebablan hapussva uaang s
dijamin.

Pacal 19

(1) Pembeli obyek Hak Tanggungan, baik dalam suaru pelelanzan wnun atas
“perintah Kerua Pengadilan Negen maupun dalam jual bali sukaczla, dapat
meminta kepada pemepane, Hak Tanggungan anar banda yang ditvliava
itu dibersihkan dari segala bedar Hak Tanggungan yans pnelebihi e
pembelian.

1 " |
(0A)] Pcmhcr.'.lﬁan obyek Hak Tangaunpan dar Peban v Vanermnean
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilabuban denvan peenyataan teetlis
dari pemegang Hak Tanppungac vany herva ditepaskannya Hak Tany
gungan yang membebani cbyek Hlak Tanggungin yang inelehiht barey
" pembelian, )

(3) Apabila obyek Hak Tanpsunnan dibehani lekih dari sam Fak Tans
gunpan dan tidak terdapat kesepakatan dioantara paca peinagane Hal
Tangpunpan tersebut mervanai pembecehan obvey Hak Tangsunean dan
beban yang melebihi harsa pcn-'l\cliannyn sehagaimana dumakzud pada
ayat (1), pembeli benda tersebut dapat mengajukan permohonan kepada
Ketua Pengadilan Negeri yang dasrah hukumaya meliputi letak ohyck
Hak Tanggungan yang bersangkutan untuk menctapkan pembersihag 10
dan sekaligus menetapkan ketean 4y mangena pembagian hasil penualan
lelang di antara para yang berpiu ang dan pacingkat mereka menurut
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AT Y
EXSEKUST HAK TANGCUNG AN

Pasal 20

(1) Apabila debitor cidera janji, maka bardasarkan

(2)

)

(@)

(5)

A, hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual abyak Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

b. titel eksekuorial yarg tecdapat dalam sertipikat Hak Tangmingan
sebagaimana dimaksud dalam DPasal 14 ayat (2),

obyek Hak Tangguogan dijual melalui pelelangan umum menumit tata
cara yaog duentukan dalam peraneran perundaneoundsigan vk

pelunasan piutang pemepanp Hak Tanpminpan denapan bak meadahuly
dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Atas kesepakatan pemberi dan pemepang [lak Tangrunuan, penjualan
obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tanpan jika denpan

demikian itu akan dapat diperoleh harga tertingei yanp mengunmingkan
semua pihak. '

Pelaksanaan penjualan seharaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitabukan secara
terrulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggunpan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan dar diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2
(dua) surat kabar yang beredar i daerah yang bersane'utan dan’atau
media massa setempat, sera hdak ada pihak  yann menvatakan
keberatan.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tangmingan denpan cara
yang bertentangan dengan ketentian pada ayat (1), ayat (2), dan aya (3)
batal demi hukum.

Sampai saat pengumuman untuk - lelang dikeluarkan, penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan
pelunasan utang yang dijamin dengat Hak Tanpgpungan itu brserta biaya-

biaya cksckusi yang telah dikeluarkan. gttt |

Pasal 21

Apabila pemberi Hak Tanppunpan cinyatakan  pmlit, prmepang Hak
Tanggungan tetap berwenang melakukan sepala hak yanp diparolehnya
menurut ketentuan Undang-undang, ini.

B N
PENCORETAN HAK TANGGUNCGAN

Pasal 22

(1) Setelch Hak Tangpunvan hapus sehagaimana beaksud Jalam Dy 18,

(2) Dengan hapusnya Hak Tanezunzan, s~etnbar b

Kantor Pertanahan mencoret catatan lak  Tanepnnman g e nady
buku-tanah hak atas tanah dan sanpivaiva

Tryreewapay wapp
bersanghutan ditacik dan bersamacnama hedorriasthy ] T
dinyatakan tidak berlaky Lagvoleh Xanter Peraatin

(3) “Apabila sertipikat sebaraimany cumaksad pada ayal () Larena sesuar

sebab tidak dikembalikan ¥epada Kantor Pertanahan, hal teesahuat <heatat
pada buku-tanah Hak Tangoingan

(4) Fermohnnan pencorstan sebagvimana dimakesud pada avat (1) diajukan

oleh sihak yang barkepentingan densan melamnirian serinienr ak
Tanggungan vang felah dideri 2tatan cinh keedior Sahaa Hak Tang-
grngan hapus <arena puatang vany dippmin pelunazannsa depsan [fad

Caag -',_'(q't‘\
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(5) Apabila kreditor tidak bersedia memberidhan prrnyatann sehagaimana
dimaksid padacayat {(d)  pihik yppg darks phmise ad @393 [ @Edzajukan
permohonan ' parintah  pefcoretan terse'at kepada ketua Menaadilan
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat fla Tangzungan yang,
bersangkutan didaftar,

(8) Apabila permchonan perintab prncoretan timbnl dari senpheatn yang
sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri lain, permohonan tzrasbut haous
diajukan kepada Ketua Pengadilan Neperi yang meamenkea perkara yang
bersangkutan, "

(7) Permohonan pencoretan catatan Hak Tanggungan berdasarkan perintah
Pengadtlm Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
diajukan kepada Kepala Kantor Pectanahan dengan melampirkan salinan
penetapan atau putusan Pengadilan Megeri yang bersanghutan,

(3) Kantor Pertanahan inclakukan pencoretan cataian bak Tangzaungan
menunit tata cara yang -liteatukan dalam peratiran perundang-undargan
yang berlaku dalam wakiu 7 (tujub) hari Yerja techitmng  sejak

diterimanya pzrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayar (4)
ayat (7).

{9) Apabila pelunasan utang dilzkukan dznean cara anpstsan sshagaimana
dimaksud dalam Pazal 2 avat (). hapusava 1ak Tansaunzan sady
bagtan obyck Hak Tanggursan yane Lersameiutan dicata pas budy.
tanah dan sertipikat Hak Tanpzungan sema pada bulaitamal
sertipikat hak atas tanal yrag telah bebas dary Hak Tanssinsan e
semula membebaninya. ' L e

dan

dan

BAR VIO
SANKSI ADNMINISTRATTR

Pasal 23

(1) Pejabat yang melangpar  atan lalai dalam memenvhi b 5dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oayat (1), Pasal 13 ayai (2), dan
Pasal 15 ayat (1) Undang-undang ini dan/atau peratiran pelaksanaanaya
dapat dikenai sanksi administran(, berupa :

a. tegoran lisan;
b. tegoran tertulis;
¢. pemberhentian sementara dari jabatan,
d. pemberhentian dari jabatan.

(2) Pejabat-yang melangpar atau [ala dalam memenobn Retentian sebagar
mana dimaksud dalam Pasal 1Y ayat (4), Pasal 16 avar (1), dan Pasal 27
ayal' (R) Undang-undang ini dan‘aian prraturan pelaksinaannva dapat

dikenal sanksi admimetranf crwuy betentoan perahean pendane
undangan yang berla‘,

(3) Pemberian sanksi sebapaimana dimaksud paca avat (1) dan ayat (2) ndak
mengurangi sanksi yanpg dapat aiksuakan menunat peramiran perundang
undangan lain yang berlaky

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi admimstrauf  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denpan Peramiran Pemesintah

.

BAR VI
KETEMNTUAN PERALIHTAN
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(2) Hak Tapggungan scbagaimana dimaksud pada avar €1) daoat e
gunakan  ketznwan-keteamian mengenai exselar: dan penenreianny
sebagaimapa diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22 setelah hukertanah dan
sertipikat  Hak Tanggungan yangz bessanehkutan disscuaikan denzan

ketentuan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 14

(3) Surat kuasa membebankan hipatik yang ada pada saat dinndannkanoya

Undang-undang ini dapat dizunakan sebagai Sueat Koasa Membwhanyan
Hak Tanggungan dalam wakni 6 (2aam) bulan terhiing ek saat
berlakunya Undang-undang ini, d=npan mangineat 2 trnniaa cehaeaimana
dimaksud dalarn Pasal 15 avat (3).

Pasal 28

Sepanjang tidak berentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang )
semua peraturan perundang-undangan menpenai pembehanan 1ak Taog.
gungan kecuali ketentuan-ketentuan sebagalmana dimakand dalam Pasal 20
tetap berlaku 'sampai ditetapkannya paraturan palabsanaan Undang-nondang
din dalam penerapannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang
ini.

Tasal 26
Selama belum ada peraniran perundang andanean yang mengaturnva, denean
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraniran meneena ehorbus
hypotheek yang ada pada mulai berlakunya Undang-undany ini, herlaby
terhadap eksekusi Hak Tanggungan,

AR X

KETENTUAN DEMNUTLUR

Matall 27

Ketenman Undang-undang ini berfalar wea terhadan pembebhanan hal;
jaminan atas Rurnah Susun dan lak Mihk atas Sanian #ugeak Suvin

Pasul 28

Sepanjang tidak ditearukan lain laiein Undang-undang i, keizntaan ety
lanjut untuk melaksanakan Undang-undanp iny chictaphan dergan paratusan
perundang-undangan.

Pl 29

Dengan berlakunya Undane-andane i, betentian mepeeny Credireer ghandd
sebagaimana terschut dalam Siaatahlad 1908980 ;0 Sraardlat 17900 984 (day
Staasblad 1909-584 cebaaar vana el diebah dengae Sraarebdad 1937190

jo. Staatsblad 1237191 dan ketsntian mennzaa Hypoiderd sehanaunana

tersebut dalam Duku 11 Kuah Updangaundane Yabum Peedana Indonena

sepanjang mengenai pambebanan Tk Tanvrungan pada baboatas tanah
beserta benda-benda yang berkanan dengan panah dipvatakan pdas herlaky

lagi.

a

o

e
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Pasal 31

ro

Undang-undang ini mulai berlaku pada tangpal diundangtan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memeciniabkon

Undang-undang ini denzan peacmpatanaya dalam Lambaran
Indonesia.

pracendangan
Negara Repubilik

Disabkqa di Jakarta
pada tangaal 9 April 1976
PREGIDEN REPURLIK INDONESIA

SOEHMARTO

Diundangkan di Jakarta
A, padatanggal 9 Apnrl 199¢
MENTERI.tEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIOND

el

-
Ll M,
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TAMI AITAN
LEVIBARAN NEGARA R.T.
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No. 1632 TANAH. HAL TANGGURNGAI {Jaminan Utann

Senrtipikat, (Penjelasan  atas  Lembaran Nefara
Republik Inonesia Tahun 1994 Namor A

PENJTLASAN
' ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESTA
NOMOR.d TAHUN 1996
TENTANG
 HAK TANGGUNGAN A° FAS TANAH RESERT A
BENDA-BENDA YANG RERKAITAN DENGAN TANAII

UM’UM

Pembangunan. ekonomi, sehapai hapian - dari pmbanminan nasianal
merupakan salah satu upaya unnik mewnjudkankeseaheeraan takvat yana
Adil dan makmur beedasarkan Pancasila dan Uidang Uindane Doar 1040
Dalam rangka meemelihaca besinambunean pembangunan tresehig, yane
para pelakunya meliputi baik Pemerintah manpun masyarakat sehaga
orang perseorangan. dan badan hukum, sangat diperlubaa dana dalam
jumlah yang besar. D-ngan menintkatnya kegiatan pembansinin, manine.
kat juga’ kepcrluan akan tersedianva dana, yang schagian besar diperol +h
melalui kegxata.n pcrkrcdnm '

\!cngmgat pcnungnya kcdudu'r.m dana perkreditan tersebut dalam proses
pcmbangunm .sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit sema
pihak lain‘yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembara hak
jaminan yang kuat dan yang dapat pula membacikan kepastian Suvn l ¥,
semua pihak yang berkepentingan. .

. Dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor S Tahun 1000 ten: e Patar:

Dasar Pokok-Pokok Agraria yang discbut juga Undang.Us uane, I’olﬂl

Agraria, sudah ‘disediakan lembaga hak jaminan vang kuat varg dapat
dibebankan pada hak atas tanah, yaou Hak Tanreuncan, sahazai neapeant
lembaga Hypotheek dan Credictvaciaand, S=lama 10 fahun Ishihy sejak
mulai - berlakunya Undang-Undaag  Pokok  Agrana,  lembags  Hak
Tanggungan di atas belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, baresa
belum ‘adanya undang-undang yanq menganirnya secara lenpkan, €ssnai
yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 51 Undang-undann teeeehar Dalam
kurun wakn ite, berdasarkan ketentuan paralihan ving taresntm dalam
Pasal 57 Undang-Undang Pokok Agpraria, masih dibeclalakan bsieaman
Hypotheek sebapaimana dimaksud dalam Nuku [1 Kitab Undanc.undane
Hukum Perdata Indonesia dan ketentuan Credictveehand dalam Siaareblol
1908-542 sebagaimana yang telah dinbah denpan Stavishiag 1037190,
sepanjang mengenai hal-hal yane balum ada betentiannva dalerm ata
berdasarkan Undang-Undang Pokok Apraria.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undanean o atar herassl
dari zaman kolonial Belanda dan didasarkan pada hukwin anan yang,
berlaku sebelum adanya Hulum Tanah Nasional, schapaimana peknt.
pokok ketenmuannya tercantum dalarn Undane Undans, Pokok Arraria dan
dimaksudkan untuk dibsrlakuban Tanva untek sesomntaey wakte v
sambil menunggu terdentuknyy Undang-undang yang dir sk aley Pasal
51 di atas, &

PR AR s R, e
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fencanfiman titel-cksckutorial, pelaksanaan eksekusi 6in IMn_sshagainva,
schingga  peraturan penundang-undangan — tersebut = diracd Yieang
mcm}:_cdkan jaminan kepastian hukum dalam kegiatan pzrireditan.

I 3. Aus dasar kenyataan tersebut, perlu segera ditetapkan undane-undang
mengenai lembaga hak jaminan atas tanah yang hual denpan ciri-ciri

a. memberikan kedudukan yang diwtamakan atar mendalmin yepada
pemegangnya;

b, selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan sapa i obryel: ‘
L itu berada; et

c¢. memenuhi asas spesialitas dan sublisitas sehingpa dapat menei. ;hf\ﬂk
ketiga dan membacikan *kepitian hukum kepada pihac phak  yang
berkepentinpan; RIS 0 . ‘

\ d. rudah dan pas(i'pcl:\ks.\nnnn r:5'..'.r'.l\r_usmj;'a<

4, Memperhatikan ciriceirl di atas, maka denpan Undang-undang ini i
tetapkan ketentuad-ketentuan mthpenai lembaga hak jaminan yans alch
Undang-Undang Pokok Agraria diberi nama Hat Tanggungan, Dzngan
diundangkannya Undang-undang ini, maka kita acan maju selangkah dalam
mewujudkaa tujnan Undang-Undang Tokok Agraria membangun Hukum
Tanah Nasional, dengan menciptakan kesaman dan kesederhanaan hukum
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhaya.

Hak Tangguogan ‘adalah KAk jaminan atas tanah wntik palurasan uang

i tertenty, yang membetikan kedudukan diutamakan bepada kreditor tertentu

terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidara jani,
kreditor pemegang Hak Tangmunean beehak menjual melaluy pelelangan
umnm tnah  yang  dijadikan  jaminan meann betenhian  paraturin
pcmndang-undangan yang beesangkuran, dr npan hak meadahnln daopats
kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diit ynakan tersebut sudah barang
tentu tidak mengurangi  preflecensi piutang-piutans  Negara  menint
ketentuan-keteotuan huxur yang berlaku,

5. Dalam Undang-Undang Pokek Apraria yane dimnink tehapai hakoalas
tanah’ yang dapat dijadikan jaminae utang denean ditwbani Hak Tanr:
gungan adalah Hak Milik, Hak Guand Usaha, dan flak Ciuna Panmeinan,
sebagai hik-hak atas tanah yrog, waph didafiar dan rnsanod aifarsya dapat
dipindahtangankan. Oleh karena tu dalam Pasal 51 Undanr-Undarg
Pokok Agraria- yang harus diamir dengan unding-iindans adalah Hak
Tanggungg.n atas Hak Milik, Hak Guna HUsaha, dan tiak Guna fangunan,

Hak Pikai dalam Undang-Undang Pakok Agraria prdak dineejnk sebaga
obyek Hak Tanggungan, karena pada wakny i tedak termasuk hakehak
atas tanah yang wajib didafiar dan j:arenanya tidak dapat mamenuhi Syarat
publisitas untuk dapat dijadikan jarninan utang. Dalam perkembanganmya
Hak Pakai pua harus didaftarkan, yaitu Hak Pakai vang dibenkan als
tanab Negara. Sebagian dari Hak Pakai yang didaftar iy, menual sifat
dan kenyataannya dapat dipindahtangankan, vaini yant diherikan kepada
orang perseorangan dan badan-bardan hukum perdata, Dalam Undang-
undang Nomor 16 Tahun 1983 ientang, Rumah Susun, Hak Pakat yans
dimaksudkan iru dapat dijadixan jaminan utane densan ditehant fdusia.
Dalam Undang-undang, ini Hak Pakai tersebut dimnjuk sehavai ohyzk Hak
Tangguagan. Schubungan dengan i, maka untuk celapputnva,  Hal
Tanggunpar merupakan satu-samnya lwgl_h_.ﬂ:_j._w_lﬂj_:gn atas tanah, dan
dengan demikian menjadi untasian vocas Jnben Tanh NMasional,
yang menipakan calah sam mipan utama Undane-Undang Pesov Apeeai
Pernyatasn  bahwa Hlak  Pabar tersebnt ot dipactivan ebwek Hak
Tanpgungan merpakan provesnaian heteniin Uipba, o-Ulatang,. Polnd
Agraria dengan prekemhangan 1k Pakar itu sending strta heduinban
rn.u-,ﬁraka\.

Se!ulh m&WUjlldklﬂ urfikast Tk Tanah Saamnal, vang LAY, e any
pcmihgnya adalah, bahwa dengan ditunjurnya Hak Pabvar trre=hut sshaza
obyek Hak Tangpungan. hami para’pemegana hakava, wank eahagian
A ar tardiri dfas eolonpan ckominn oAl gang dak PATRCIAMIAD
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= Dalam, padacite Alak, Dakai iaae ot NELANDNE P @dlanpun wajib
; didaftar, tetapi karena sifatnya tidak dapat dipindahtangantan. seper Hak
" ' ; Pakai atas nama Pemerintah, Hak Pakai atas nama Badan Keapamaan dan
R _ Sosial, dan Hak Pakai atas nama Perwakilan Nepara Asing, vang ber-
S O : lakunya tidak ditentukan jangka w:stunya dan diberikan lama tanahrya
dipergunakan untuk keperluan tertenti, bukan memipakan nhyek |{ak
Tanggungan,

- Tanggungan, karema tidak memenuhi bedua svarat di e Tetapi
3 mengingat perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan di
o e kemudian hari, dalam Undang-undang ini dibuka bemunekinannya unt
i dapat juga ditunjuk sebagai obyek Hak Tangeonean, pha telah diprauhi

persyaratan sebagai yang disebutkan di atas. 112l it Iehih lanjut akan
e diarur dengan Perauran Pemeriniah,

i
| Demikian pula Hak Pakai atas tanah Hak Mii tudab daoar ditwhan 1ak
|
|
r

e Dengan-demikian maka hak-hak atas tanah yanp denran Undang-undang,

] ‘ ‘Inii ditnjuk sebagai obyek Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna

- “Utaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah Negara yazas

' menurut sifamya dapat dipindahtangankan. Sedann bagi o' Fakai atas

tanah Hak Milik dibuka kemungkinannya untuk di ksmurlian hari dijadivan

f ' - jaminan utang dengan dibebani Hak Tanrrunsan, jika telah dipennhi
’ persyaratannya. i

B 5 : . g . e A

T A Tanah Hak Milik yang sudan diwaififkan, dfn tacah-tinah  yans
b dipergunakan untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya,
- . walaupin didaftae, Varena mencemt ity dan Mrjuannya tdak Cans

& dipindahtangankar, tidak dapac dibebani Hak Tanrpuncan,

| ak Tanggungan yanp ciatue dalan Undang-undang ini pada dasarnva

: ~adalah Hak Tanggungan vang dibebankan pada hak aras tanah. Marrin

L i kenyataannya seringkali terdapat benda.benda brrupa banguran, tanaman

| e : dan hasil karya, yang secara tetap merupakan satu kesatuan denean tanak

3 yang dijadikan jaminan tersebut. Sebapaimana dixetahui Hu'im Tapak

‘ Nasional didasarkan pada hukum adar, yang mengzunakan asas pemisahan

horizontal.  Sehubungan dengan itu, maka dalam kaitanaya  denpan

bangunan, tanaman, dan hasil “karya tersebut, Hulum Tanahy Maciaoal

menggunakan juga asas pemisahan horizontal Daiam raagka  amas

p=misahan horizontal, benda-benda yANS MAriparan satu kzsatuan deagan

tanah menurut hukum  bukan merupakan bazian dar tanah  vane

; bersangkutan. Oleh karena ity setiap merbuatan hukum meagenai hak-hak
B atas tanah, tidak dengan sendirinya meliput bendatenda tereeing

Namua demikian pensrapan asas-asas lLubum adat ndatlah mutlad:,

) ) melainkan selalu memperhatkan dan disesuaikan denean perkambangan

a kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat yane dihadapinya Atas dasar

keayataan sifat hukum adat i, dalam rangka asas pesiaaban Norizonal

teesebut, dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa pembebanan Hak

; Tanggungan atas  tanah,  dimunocinkan  pula meliput hendhanda

o sebagaimana dimaksud di  atas. Hal teesahut telah didavikan dan

. dibenarkan oleh hukum dalam pradiek, <epanang denda bhepda terenhi

mcmpak:\n sam kesamian  dengar tanah yany  bersapeburan fan

keikutsertaannya dijadikan jaminan, denean treae dinvanavan olsh piak.

pihak dalam Akta Pemberian [lak Tanapungannya  Raneunan, tapaman,

dan hasil karya yang ikut dijadikan jaminan o tidak terhatas pada vane

dimiliki oleh pemepang hak atas tanal yang hereangianian, melanh an dapat

, e Juga meliputi yaag dimiliki pihak lan. 5 ek baneunan yang nieng.

Xy & gunakan ruang bawah tanah, yanp secara fisck tidak ada hubingannva

dengan bangunan yang ada di atas permubaan bumi ¢y Aasaya, udak

termasuk dalam pengaturan ketenmian menssnai Hak Taneguagan menunit
Undang-undang ini.

Oleh sebadb iru Undang-undang ini dibary judul © Undang-Undang (rntang

Hak Tanggungan Atas Tanah Beisrta Randa.Dends Yang Berkatan
Dengan Tanah, dan dapat disebut Undang-Undang Hak Tanarungan.

2 1 - ™. N & h o T
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disebut PPAT, yang didahului cengan pecanjian utang-piaasy vang,
e &t /| (dijamib;
' I ., .
h. tahap pendaftaranuya elch Knmnr“?crmnah.m, yaas, mepa¥an sl
+ lahirnya Hak Tanggungan yang ditvhankan
Menurut pcraturan"pemndnn;;-und;mgnn yang betlakn, PPAT adalah
_pejabat umum yang berwenang membuat akia pemindaban hak atas rarah
‘ N dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang btk
| altanya ditetapkan, sebagal bukti dilakakannya parbuatan hukain tarrenty
L ' mcr‘i‘[":cll'ial-'mnah yang terletak dalamn daerah kerjanya macing-masing
‘ Daldm ‘kedidukaa sebagai yang disebutkan di atas, maka akta-akt yane
1 diduat olch PPAT merupakan akta ofentik.

Pengertian perbuatan hukum pembehanan hak atas tanih yang pambuatan

‘ aktanya merupakan kewenangan PTAT, meliputi  pambuatan - axta

o pcmbe_bman Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Mihk sehapaimana

- “dimaksud dalam Pasal 37 Usdang-Undang Pokok Agraria dan pembuatan

et akta dalam ramgka pembebanan Hak Tanggungan yang diaur daiam
' Undang-undang ini.

Dalam’ me'mb-cﬂkan Hak Tanggungan, pamberi Hak Tanpgungar »iib
hadir di hadapan PPAT. Jika karzna sesuanu sebab. tidak capat hac:r

8 \_ Y ; sendiri, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat

i/ Kuasa Membebankan Hak Tangrungan, disinpkat SKMIUHT. yang
A berbentuk akta. otentik. Pembuatan SKMHT selain kepada Netaris,
: ' ditugaskan juga kepada PPAT yang keberadaannya sampai pada wilayah
f' ' : kecamatan, dalam rangka memudahkan - pemberian palayanan kepada
Vel pihak-pibak yang memerlukan.

L Pada -saat pembuatan SKMHT dan Akta Pemberian Hak Tanppungan,
AR harus sudah ada keyakinan pada Notaris atau PPAT yang hersanpkutan,
bahwa pemberi Hak Tanggungan mempunyai kewenangan untik melak-

S A kab' perbuatan bukurn terhadap obyek Hak Tanpgungan yans dibebankan,

! walaupup kepaStian mengenai dimilikinya kewenangan tersebut haru
: dipersyaratkan pada waktu pembsnian Hak Tanpgunpan ine didaftar,

Pada tahap pemberian Hak Tanggungan olch pamberi Hak Tanztunean
|, kepada kreditor, Hik Tanggunpan yang bersangkutan belum lanie Hak
: Tanggungan.itu 'b:mi'_lahir pada saat dibukukanaya dalam bulku tanahy di
Y Kaotor Pertanaban. ‘Oleh ‘karéna it kepastian meogeari saat didafiarnyy
Hak Taoggungan tersebut “ddalah sangat peating bagi kreditor.  Saat
tersebut bukan saja mieaéarikin K=dudukannya yaan diutamakan terhadao
kreditor-kreditor yang lain,..melainkan juga mensntukan peringkataya
dalam hubupgannya- dengan kreditoe-kr=ditor lain yan3 juga pemegan?
Hak Taozgnagan, dengan tanah yang sina sebazar jaminanaya. Unmuk
memparoleh kepastian mengenai saat pendafiarannyy, dalxm Undang-
undang ini ditentukan, bahwa tanpral baku-tanah tlax Tanpgungan yang
bersangkutan adalah tanggal han kefujuh sctelah jnerimaan surat-surat
yang dipe:lukan bagi pendaftaran tersehot secara leagkap oleh Kanwor
Pertanahan, dan jika hari keoijuh iu jatuh pada hari fibue, maka buve
tanah yang bersangkutan dilv:i berinigal hartiera Irdontnya,

Dalam rangka memperoleh  kepastan  mengenai  keduduban o yang
divtamakan bagi kreditor pamegang Hak Tangningan tersehut, ditentukan
mila,. bahwa Akta Pemberian Hak Tanggunean besera sueat-surat lain
yang, diperlukan bagi peadaltaranaya, wajib deinmian aleh PRAT kepada
Kantor Pertanahan selambat-lambateya 7 (ayuh) hare kerja setelah proan.
datangananaya. Demikian pula gelaksanaan kuasa merbebankan Hak
Tanggungan yang dimaksudkan di aas ditetapkan hatas waktunva, yait |
(satu) bulan untuk hak atas tanah yiny sudals tmecdtaftar dan 3 (tiga) hulan
unruk hak atas tanah yang belum terdaftar.

L 8. Oleh kar=na Hak Tanggungan menncut sifataya menakan thutan aty
) accessoir pada suatu pintang tecepnl, yang didasarban pada suat

e m T Tk e gos o g teatannaa e fealim s

e
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10.

1L,

piutang ya_ng dijamin’.’ Pencatatan’ perafifian it dilakuian pada buku-tapah
dan sertipikat Hak Tangguagan yang bersarekuran. sera pada buku-tanah
dan sertipikat hak atas tanah yang, dijadikan jaminan.

Demikian juga Hak Tanggungan menjadi hapus karsna hukum, apahiia
karena pelunasan atau sebib-schab lain, piur.\n_o’ynng dijaminnya menjadi
hapus.. Dalam hal ini pun pencatatan hapusnya 12k Tangminsan yang
bersangkutan cukup didasarkan pada pernyataan teculic dari
bahwa piutang yang dijaminnya hapus,

Pada buku-tanah Ha.k; Tangpunzan vang hersang\utan dibubuhkan cataran
mengenai bapusnya hak rersebut, sedangy sertivikataya ditiadakan  Per.
Catatan serupa, yang disebut pencoratan atau lehih ¢ib:anal sehapar “rova©,
dil2kaikan juga pada buku-tanah dan sertipikat hak atas tanah yans eamula
dijadikan jaminan. Sertipikat hak aras tanah yane adah dibubuly cataan
lersebut, diserahkan kembali kepada prmeaane haknya,

kreditor,

Dengan tidak mengabaikan kepastian hukian hapi phak-pihak yana ba;
kepentingan,, kesederhanaan administeasi pendaliaan 1k Tanegunran,
selain dalam bal peralihan dan hapusaya piutang yang dyarmun, juga
tampak pada hapysnya hak terscbut karsn. sebah-sehab lain, yaru Xarzna
dilepaskan oleh kreditor yang bercangiutan, pembersihan obyek Hak
Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat nleh Kena Penpadilan
Negeri, dan hapusaya hak atas tanah yane dijadi:an jaminar

Sehubungan dengan bal-hal yang relah dikemukatan di atas, Undasr.
undang ini mengatur tata cara pancatatan paralihan dan hapuenva il
Tanggungan, termasuk pencoretan Al roya

. Salah satu cird Hak Tanggungan yarg kuat adalah mudah dan pasti dalam

pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secars unm

kelentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Halann Acara Perdaa vang .

berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus be hian
teotang eksekusi Hak Tangzunpan dalam Undang-undang ini, vam vars
mengatur lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam Masal 224
Reglernen Indonesia yang Diperbarii  (Met  Herziens  Indanssizch
Reglement) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar
Jawa Ldan~Ma'dura (Reglement tot Refieling van het Rechtiwezen in de
Gewesten Buiten Java en Madura).

Schubungan dengan itu pada sertipikat Hak Tanegunfan, yane berfunpsi
sebagai surat-tanda-bukti adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah
dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

- YANG MAKA ESA®, uotuk memberikan kekuatan cksehutorial yane

sama dengan putusan pengadilan yang sudah mampunyas keluatan hukum
tetap. Selain .tu sertipikat Hak Tanegungan tersebut dinyat.tan sebagai

" pengganti grosse acte Hypotheek, yang untuk cksekusi hvpotheek atas

tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketenmian pasal-pasal
kedua Reglemen di atas,

‘Agar ada kesatuan pengertian dan Kepastian  menrenai penepunaan
keteptuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam  Undang.

undang'ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan vang,

mengaturnya,’ peraturan mengenat ehsekusi hypotheek vane dianir dalam
‘kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksednici Hak Taneornean

Unmk memudahkan dan  meavederhanakan pelavisanaan ketansgan.
keteatuan Undang-undang int bagr tepentingan pihak-pthak yaag her.
sanghutan, kepada Kerua i .apadilam Negmer dibecivan Xawenanzan
tectentu, yaitu : penctapan membertian Yuasa Kepada keeditor unni
mengelola obyek Hak Tanppunean, peactapan hal-hal yans hebaitan
defigan i parmohonan pemberaiian chyek Hal Tangaungan, dan a-
coretan Hak Tangguesan

Untuk menjamin kepastian huvem s2ia membechan shinduncan epadia
pihak-pihak yang beckepentingar, dalam Undansandare o fat: o
administeatil yang dikenakan kepada pare pelaksana vang besareinnn,

oo T o el e N o R e o TR o LN e s R S R A
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" 12. .Undang-undang ini meripakan pelaksanaan  Undang-Undans  Pokok

) Agrarid yang discsuaikan deagan perkembangan keadaan dan mengoe
berbagai hal baru berkenaan denpan lembaga Hak Tangpincan el
mana telah dincaikan di atas, yarg calupannya melipati

a,
b,

c.

d.
e.
f.

obyek Hak Tanggungan;
pemberi dar, pemezang Hak Tanyunpan;

tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan, dan hapusnya [lak
Tanggungan; '

eksekusi Hak Tanggungan;
pencoretan Hak Tangpungan,

sanksi administratif;

dan dilengkapi pula dengan Penjelacan Umum serta Penjslazan Pasal
demi Pasal.

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut hal-hal yang diatur dalam Undang-
Uddang Hak Tanggungan ini, terdapat dalam berbagai peraturan
perundang-undangan yanp sudah ada, sedanp sebagian lagi masih perlu
ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan peranygan parundans:

undangan lain.,, ..

1I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . ‘.‘,(.'
\ - ~ O\
Cukup jelas S

Pasal 2 \/
Ayat (1) ‘

Yang dimaksud dengan sifat tidak dapat chibagi-bagt olari Tat
Tanggunegan adalah bahwa llak Tanggungan memb-=bani sacara unth
ubyek Hak Tanggingan dan sctiap bagian danipadanya. Tciah
dilunasinya sebagian dari utang yanp dijamin lidak  beracti

terbebasnya sebagian obyek Hak Tanppunpan dari beban, Hav.~="

Tanggungan, melainkan 1ak Tanpgunpan i tetap i oebani
seluruh obyek ‘Hak Tanggunpan untuk sisa utang yane balum
diluhasi.

Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan parkecualian dari asas yang ditctapkan
pada ayat (1) untuk menampung kebutihan perkembangan dunia

«+ perkreditan, antara lain unik mengakomodasi keperluan pendanan

pembangunan kompleks perumahan yang semula menpgunakan
kredit unfuk pembangunan seluruh kownpleks dan kemudian akan
dijual kepada pemakai satu persatu, sedanpkan untuk membayarnya
pemakai akhir ini juga menpgunakan kredit deagan jaminan rumnah
.yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan ayat ini apabila Hak Tanpgungan iny dibebankan
pada beberapa hak atas tamah yang terdiri dari beberapa bapian
yang masing-masing merupakan suaru kesaman yang berdi-i sendin
i dan dapat dinilai secara tersendin, asas tidak dapat dibagi-hagy im
_dapat disiropangi asal hal itu diparjanpikan sccara tepas dalam At
Pemberian Hak Tanggungan yang bersanghautan.

Pasal 3

Ayat (1)

~ Utang yang dijamin dengan Hak Tanggunsan dapat berupa wtang,

yang sudah ada maupun yang belum ada tetapi sudah diparjanjikan,
misalnya utang yang timbul dart pembayaran yang dilakukan oleh

b

Fiie
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berdasarkan cara pechitungan yang ditentukan alam parianjian yang
menimbulkan hubungan utang-piutang yans barsanelutan, misalaya
utang bunga atas pinjaman pokok dan ongkos-onplos lain yane

- jumlahaya baru dapat ditentukan kemudian.,

Perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan utang-piutany, dapat
berupa perjanjian - pinjam memicjam  maupun  parjanjian laia,
misalnya perjanjian pengalolaan Wea kakayaan orane vane balim
dewasa atau yang berada di bawah peagamouan, '/.t:n_-,- ditlout]
dengan peml?crian Hak Tanggungan oleh pihak penzelola.

Ayat (2)

Pasal 4

Ayat (1)

Setingkali teejadi debitoe berutang kepada lehib taci sty Ye=cine,
wasing-masing didasarkan pada perjanjian utang-piutang  yang
berlainan, misalnya kreditoe adalah suani bank dan suaeu badan
afiliasi bank ‘yang bersangkutan. Piutang para kreditor tersebut
dijamin dengan sans Hak Tangpungan kepada semua keeditor deaean
satu akta pamberian Hak Tanpzungan Hak Tanaminean tersabi
dibebankan atas tanah yang tama Racaimana hubunean para hredy.
tor satu dengan vang lan, diatur oleh mersba aendin, sedanedan
dalam hubungannya dengan debitor dan pemberi Hak Tanaeincan
kalau bukan debitor seaditi yang membwrinva, merska menungik
salah satu kreditar yane akan beetindad atag nama meeeba Mitalnvy
mengenai siapa yang akan menghadap PPAT dalam pemsrian Hak
Tanggungan yang, dipaejanjikan dan siapa yane akan menerima oan
menyimpan scrtipikat Hak Tangminean yang barsangiutan,

Yang dimaksud dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Ifak
Guna Bangunan adatah hak-hal atas tanah sebagaimary dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1260 tentany, Deratiran
Dasar Pokok-Pokok Agraria,

Hak Guna Bangunan meliput flak Cuna Ranrunan di atas tanah
Negara, di atas tanah Hak Pengelolaan, maupnn di atas tanah Hak
Milik.
Sebagaimana telah d kemukakan dalam Penjelasan Umum angka 5,
dua unsur mutlak dart bak atas tanah yang dapat diyaddian obyck
Hak Tanggungan adalah :

[ )

a. hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam
daftar umum, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan. Unsor e
berkaitan dengan  keduduk n dmtamakan  (preferent)  vang
diberikan kepada kreditor pemiegang Hak Tangzunean terhadap
kreditor laianya. Untuk iru harus ada catatan mengenai Hal
“Tanggungan tersebut pada buku-tanah dan serupibiat hak atas
Jtanah  yang  dibebaninya,  sehigpea  setiap orann ddapat
meagetahuinya (agas publisitas), dan

b. hak tersebut menurut sifatnva hames dapar dipindalianeantan,
- i |
schingga apabila diperlukan dapat sezera dirsalinasi unh
membayar utang yang dijamin pelunasannya.

Sahubungan dengan kedua syarat i atas, Flak Milih yans widah
diwakalkan tidak dapat ditebani Hak Taneeunpan, Yarena seonm
“dengan hakdkat porwakafan, Hak Mibk yanpg demdoan sudah
~dikekalkan sebagai harta keagamaan. 5Sejalan dengan im, hak atas
tasah  yang dipareunakan untuk  keparfuan perthadatan dan
keperluan sici latnava juga tidak danat di'wham Hiak Tanpgezan,

‘Ayat (2)

Hak Pakai atas tanah Nepara wanp dapat dinipdahtaneankan

Ll
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Digital R@p@@‘t@l‘}ﬁ@ﬂlN/@tﬁSih'EarSi-’blemb\@Lrwr..
hamuy menurut Sifainya Hak  Pakai o vemoar hak uanit
memindabtangankan kepada pihak lain Izin yang diperlukan dan
nejaoat yang brrwenang hanyalah berkaian dengan persyvaratan
apa.ka@_pcncrjm:n hak memenuhi syarat unnuk menjadi pemegane
Hak Pakai. =
Mengenai kewajiban pendaftaran Hak Pakai aws tanah Negara,
libat Penjelasan Umum angka S, '

Ayar (3) “

Hak Pakai atas tanah 11k Milik bharu dapat dilvebani 1a
Tanggungan apabila hal i sudah ditetapkan denpag P'eraniran

3 Pemerintah,  Ketenwan i diadakan,  karena perkrmbangan

:\ mengenai Hak Pakai aws tanah 1al Milik teeganiung pada
keperluannya di dalam masyarakar, Walaupun pada waktu ini belum
dianggap perlu mewajibkan pendaftaran Hak Pakai atas tan
Milik, sehingga hak tersebut tidak mamenuhi s¥arat unmk dibabani

Hak Tanggungan, namun unnik: meaemounz perkembanzan o
waktu yang akan datanz hemunukinan untuk membebankan (11
Tanprungan pada ke Pakar atas tanoh Hak MLy ol

aditra
same sekali,

Lihar Penjelazan Utnuin anpta 5

Ayat (1)

Sevapaimana <udah dielash an dalam Peaelanan ()
Hak Taneminpan dapat pula melipue bansunan, (i pan, dan hasl
karya mistalnya candi, paing, vapura, relief yann oreraalan sa
kesatuan dengan anah vang vesanotinn Raniunan yanp danat
dibebani Hak Tanggunpan tersamaan deagan fanahngy tareetig
meliputi bangunan yang heorada di atas manupun di hawak rermiiiian
tanah misalnya basement, yang ada hubungannya dzngar hak atas
tanah yang bersangioiran.

mern afel g e

Ayat (5) L i -

Sebagai konsekuemnsi dart Leteaman sshazaimana dirnakad nada
ayat (4), pembebanan Hak Tanggungan atas hanzunan, tanaman,
dan hasdl karya yang menupakan satu <esamuan dengan ranah vang
pemiliknya lain daripada pemegany hak atas tanah waph diladniion
bersamaan dengan pemberian Hak Tanggungan atas tanah yansy
bersangkutan dan dinyatakan di dalam satn Akfa Pemhesan Hak
Tanggungan, yang ditandarangani bersama olzh pemilivnya fan
pemegang hak atas tanahnya atau buasa mareba, beduasva sebhana
pihak pemberi Hak Tanggungan.

s

Yang dimaksud dengan akta oteauk dalam avar ini adalah Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanzgungan atas benda-benda wvane
merupakan  satt kesatuan  dennan tanah unk o dibedane Hak
Tanggungan bersama-sama tanah vany bezsangiaitan

Pazat §
Ayat (1)

Suatu ohyek Hak Tanerunpan dapat diberant I=tyh dane satn Hak
Tangrungan sehinpga terdapar pemenana 1lak Tancpunean penine.
kat pertama, perinpkat kedua, dan seterisnya.

Ayat (2)
T _Yang dimaksud dengan ianfea!l pendafiaraa adaialy angpol e
“tanah Hak Tangpungin seoagmmacay dimazand dalsm Tasal
ayat (4).
Ayat (3)

I o on: - & .8 T ey " = -9 ¥ e

ah Hak

3
3
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-~ Hak, untuk-menjual obyek\Hak Taihteng 5| has
o, merupakad salal sam perwtjud
.. dipunyai oleh pemegang  Hak

Tanggungan pertama dalam hal

kedXDs o) Ko otir
an dari kedudukan divtamalkan yang
Tangrungan  atay pemepang Hab

terdapat lebih dari san Pemesane lay
Tanggungan, Hak tersebut didasarkan pada jan yanp diberikan nleh

pember Hak Tanggungan babwa apabila dehitor cid

Hak Tanggungan berhak untuk menju

- pelelangan umum tanpa meterluk

Tanggungan dm'sclanjumya men;ambil palunasan

" penjualan it lebih dahulu daripada kreditor-kre

L) " hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi 1ak T
Pasal 7

£ Janji, pemerang
Al ohyek Iak Tangeunpan melalyi
an persemiuan lapi

daii prmbery 1oy

piumnr,nyn dari hasil
ditoc yang lain i
angminpan,

aminan  khusus bagi kepentinpan
pun obyek Hak Tangmingan sudah
k pihak lain, kreditor masih tetap

cate e S ini- merupakan salah sany |
o .
' pemegang Hak Tanggungan, Walay
.berpindahtangan dan menjadi mili

-

STEER S S

e dapaL‘r_n_e_uggumkan haknya melakukan . ekseksi, Jika debitor cidery
: wo Jagjics oo o
< Pt g
: ‘ Ayat (1) :
Cukup jelas ; ‘ ‘

A ., Ayat (2)

woee o Karena lahimya Hak Tanpgmingan adalah pada shat didafiamya 11k
h ) Tanggungan tersebut, maka kewenangan unnik melaky
= pemberi Hak Tangeunpan pada s

k Tangpunpan. Unmuk iy harus dibuktikan beaozahan kewenangan

tersebut pada siac didaframya Hak Tangguhgan yanp Bavsangtan,
Lihat Penjelasan Umum angka 7.

kan perbiarag
AL peanbuatan buda-tanah Hak

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)

Sesuai deagan sifat accessoir dari Hak Tanpgunean, temberiannya
' haruslah merupakan ixutan dari perjanjian pokok, yaim perjanjian
‘ yang menitnbulkan hubungan hukum utaAng -pritang vang dijamin
'\ pelunasannya.  Perjanjian yang  menimbulkan  hubunpgan
b piutang ini dapat dibuat dengan akta di baws

dibuat dengan akta otentik, tergantung pad

mengatur materi perjanjian itu. Dalam hal
i iU timbul dari perjanjian utang-piutang
perjanjian tersebut dapat dituat di dalam m
5 pihak-pihak yang bersanghutan dapat er
MR T badan hukum asing sepanjanp kredit yany
Vol e kan untuk kepentingan peribangun
[ndonesia,

T g Ayat (2)
B " _ Cukupjclns
e Ayat (3)

utang.
h fangan atau hanue
a ketentuan hukum yang,
hubungan utang-piutang
At perjanjian kredit,
aupun di luar pegan fan
aNg perscorangan atay
beesanalaitan diparguna-
an di wilayah negpara Repuhdih

Yang dimaksud dengan hak lama adalah hak kepemilikan atas tanah
meaunuit hukum adat yang ielah ada akan FEIAp proses adingnierrae
dalam koaversinya belum :elesa; dilaksanakan
T o] harus dipenuhi adalah syarat-syarat yang ditat
- perundang-undangan yang berlaty.

i N Mengingat tanah dengan hak sebagaimana dimavsud di A8 pada

A waku ini-masih banyak, pemtvbanan Hak T O

anggunean pada hal
o atas tanah itu dimungkinkan asalkan pemberiannya dilalvuban heae

Syarat-syaral vanre
apkan oleh peraturan

A
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unnuk mendorong, pensertipikatan hak atas tansh pada umumnya,

\‘ i o & W : i W ( ABO e vans
g Digital F{gp“gﬁgm W iy Sr B MRS 1 PRETIBR Frnan va

ya berupa girik, petk, dan lain-jam yaNg seienis

. } b " oe masih dimungkinkan sebagai agunan sebagaimana diatur dalam
' ;".'5' 1 - § Undang-undang  Momor 7 Tahun 992 teatang,  Tarbankan,
CRrEl w3 Ketenman ini menunjukkan bagaimana caranya wntuk meningcatkan
o (A pemberian agunan tersebul menjadi Ha) Taneevnean,

\ Al i Il ‘ Ca

ty i
." l‘ i iy
‘;\.' il Pazal 11
W E Avat (1)
B Ketentuan ini menatapkan isi yar s, sifatmva waph untuk sahnwas Al
fio € : Pemberian Hak Tancaunzan, Tidak dicantmianaya treara lenel ap
Lt ‘ hal-hal yang disebut pada ayat ini dalam Ad'a Prasterian [Lah
ot . Tanggungan mengakibatkan al (a yang, bersanckutan batal demi
| . = .
8 B hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untu memenuhn asas speialitas
| ' dari Hak Tanggungan, haik menpenai subyak, obvek, maumin nrane
i | , yang dijamin. ‘
WAL ) Huruf a :
Wi = IO Apabila Hak ﬂny\mm_q:m dibehankan pula pada tvinda benty
Sl il " 5 yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik orane

perseorangan ataw hadan hukun lan dacipada peintgany hak
ates tanah, nembert Fak Tanpsunean adalah pemeaane hak

iy 3 atas tanah bersama-sama pemulik benta tarsebut
; , .
' . '1‘ . -
& i Huruf b a4t
AR | Dengan dianggapnya kantor PRPAT sehagar dornintlr Tndanesia
» AL bagi pihak yane berdomisili di lnar nepart apabila dommah
i oo pilibannya tidak disebat di dalam akta, svaral jwhcantuman
[ © 0« domisili pilihan tersebut diangrap sudah dipenubi.
' | A . . .
L ¥
i 1 Hurif ¢
Penunjukan wtang atau wang-utang yang dijamin wrhaesimang
dimaksud pady hurufl “ni mebipun jupa nama dan adentias
& : debitor yang barsangianan,
& Huruf d
Cukup jelas
1
Huruf e
Uraian yang jelac mernrnal obyek Hak Tanpziiesn cahasa.
[ mana dimaksud pada hueo! meliput fincian eyenpAna
sertipikat hak atas tanah gy, bersaneyatan atan hayi ey
1)
i yang belom cardaftar se\urang RUEANEAYS el wiagn
x ! mengenaj Yepemilian, rad b, Watam, ionh Losaelihy, idlifv
\- ' :
| Ayat (2)
) Janjispanji vang dicansunban pady v e frava Labatear! tay
tdak mempunyar pengaruh 1 thadap salinva akia [Rasndad habore
1 .
) i menearikan unnik menvehnutkan ati tdad menvelngboan JA Ay
_— ini dalam Akza Pemberian Hik Tanesnaan
Dengan dimuatnya janji-ianj samsebot didam Ak Pailiesian Blak
Tanpgunpan vang kemuwdan dhdafia pady Kanter Pertananan, janyg
A - janji tersebut juga mep punvar keboitan menedar et o o
oy | - Ketiga,

Hurmu? a dan b
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Janji yang memberikan kewenansan kepada pemepang Hak
Tanggungan unluk mengelola ohvek Hak Tnnr:s\m_fﬁn dapat
merugikan pemberi Hak Tanggunzan. Oleh karena in, jan;i
tersedut haruslah disertai persyaratan bahwa pala¥saraannya
masih  memerlukan penetapan  Kema  Peagadilan Negeri,
Sebelum meageluarkan penetapan tersebut Kema Peapadilan
Negeri perlu memanggil dan mendengar pihak-pihak yang
berkepentingan, yaitu pemegang Hak Tangrunfan dan pemdn
Hak Tanggungan” serta debitor apabila pemberi fiak Tane-
fungan bukan dzhitor
Huruf d

Dalam janji ini teemasuk pemivcian hewenangan epady
pemegang Hak Tanggungan untik atas biaya peanbere Ha
Tanggungan mengurus perpanjanpan hak  atas tapah  yang
dijadikan ohyek Hak Tanggunzan untuk mencepah hapuspya
Hakx Tangpunpan karena hapusnya hak atas jarab,  dan
melakukan peksrjaan Lain yang dipechudan naemid reepaaa agor
obyek Hak Tanegungan tidak beclaueang ailanga ane aban
mengakibatkan beckurangnya harey peajualan arheneey ndat
cukup unruk melunasi utang vang dijamin’

Huruf e -

Untuk dipunyainya kewenangtan sebavaimana dunabond dalan
Pasal 6 di dalam Akta Panbenan ifak Tanegunaan dicaneum.
kan janji ini.
2
Hurul -

Janji ini dimaksudkan unmk melindungt Xepennagan e
gang Hak Tangguagan kedua dan setecusaya. Dengan adanya
janji ini, tanpa persemjuan pemiersihan d.'lrl prmslang !ta).
Tanggungan kedua dan setenwsnya, Hlak Tangguncan kedua
dan seterusnya fetap membebani obyek Hak Tangzungan,
walaupun ohyek itu suttah digksekust vatuk pelunasan pirang
pemepany Hak Tanpoungan periama

Hunif g

Yang dimaksud pada hucul ini adalah melepwiian havaeo
secara sukarzla,

Hurufl h

Yang dimaksud pada huruf ini adalah pelepasan hak secans

sukarela, atau pencabutan hak untuk  kepeanngan umum
berdasarkan peranuran perundang-undanpan,

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Janji iri penting untuk dapat memperoleh harea vang tnfqi
dalam penjualan obyek Hak Tanggunaan.

Hunef % :

Taapa dicantimbannea janpi i, sertipikat had 3t anch vy

s

dibebant Hak Tanpeunnan dizarahban kepada pemban ik
. Tanggungan,

'P;\snl 12

Reterntuan ini diadakan dalam sanaka mehindungs bapenvagan debite
dan pemberi Hak Tanequnean Donnea, teoptazna pba oo oheat Hak

e am it e moe sl Vit A arresrn et haaen  srareis olicmaivess Ve asivis EEak
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~hveb Kb Tanaeunean asalkan. melaluil prostdie yangs dianie T
W 0t Pusal 2t :

L ot fPa.saI 13
Ayat (1)

3% 1
Salah satu asas Hak Tangguagan adalah asas publicitas. Olel karem
in didaftarkannya pembetian 1lak Tanppungan merupadan svarad
mutlak untuk lahimya Hak Tangigungan tersehut dan menpivainva
. Hak Tanggunpan terhadap pihak ketipa, _

| Avat (2)

Dengan pengiriman oleh PPAT beranti akta dan warkah lain Yang,
diperlukan itu disampaikan ke Kantor Prrtanahan melalui penipas-
nya atau dikirim melalul pos tercatat, PPAT wajib menppinat an
cara yang paling baik dan aman denpan mempeihativan bondiyg

. | daerah dan fasilitas yang ada, serta selalu beepedoman pada tnjuan
0 ' untuk didaftarmnya Hak Tangsungan itu secepat mungbin,

o Warkah lain yang dimaksud pada ayat ini meliputi suratsiurat bukii
yang berkaitan dengan obyck Hak Tanggungan dan idenutas pihak-
pihak yang bersanpkutan, termasuk di dalamnya sertipikat hak atas
tanah danfatau  surat-surat  Keterangan inengenai ohyek  1lak
Tangginpan,

PPAT wajib nelaksanakan ketenruan pada avat ini kirena jabatan-
“nya. Sanksi atas pelanggarannya akan ditetap-an dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur jabatan PPA T,

Ayat (3)
tat b ‘ . o
&\ - Cukup jelas, |
‘_“. ‘..‘
Ayat (4)
Awar pembuatar buku-tanah  Hak  Taareunzan  tecsebuat ndak
hetlarut-larut  sehingga  dapat  memgikan  phak-piak - yans
; berkepentingan dan mengurangi jaminan kepastian hukoam, ayat ing
menetapkan satu tanggal yang pasti sebagai tangzal Abortanal 1o,
: ‘yairu tanggal hari ketujuh dihitung dari hari dipanulinya pers
; syaratan berupa surat-surat untuk peadafiaran seeaia lenpkap
Avat (9)
Dengan dibuamya buku-tanah Hak Targsuanan. asas publisitas
terpenuhi dan Hak Tanggungan itu meagikat jusa pihiak ketiga
Pasal 14
Ayat (1)
Vo Cukup jelas
Ayat (2) cCanayac ()
Teah-irah yang cicantumkan pada sectipikat Hak Tangpunean dan
b dalam ketentutn pada ayat ini. dunviadkan nntiks mensgasan
‘ adanya kekuatan ekuskutorial pada settipkat tHak Tangpuaean,
i i " sehitgga apabila debitor cidera janji, siap untuk dicksekusy seprt

haloya suatu putusan pengadilan yana telah memperoleh kebyatan
hukum tetap, melalui tata cara dan denaan mensgunakan fembag
| ; parale executie sesuai dengan peratiran Hokum Acara Prrdany

' Lihat Penjelasan Umum angha 2 dan penjelasan Pasal 26,

Ayat (4)

I O Py B ey
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Pasal

15

Ayat (1) f

scbagaimana telah dikemuvakan dalam Penjelisan Umum ancka 7
pada asasnya pembebanan MHak Tangrunpan wajid dildaukan sendir
olech pemberi Hak Tanggunpan. Hanya apabila  benar-banar
ciperlukan, yaint dalam hal pemberi Hak Tounegunean tidak dapat
hadir' dihadapan PPAT, dipartkenankan pengpunaan Surat Fuaza
Membebankan Hak Tanpgungan. Sejalan dengan iy, surat Jonasa
lecstbut harus diberikan langsung oleh pamberi 1lak Tanggungan
dan harus memenuhi parsyaratan mengenai muatanaya sehagaimana
ditetapkan pada ayat ini. Tidak dipenuhinya syarat ini menpakibat-
kan surat kuasa yang bersangkutan batl demi bukum, yang berari

“bahwa surat kuasa yang bertanglutan tidak dapat dicunakan sehapai

dasar pembuatan ‘Akta Pemberian Hak Tanggunpan. PPAT wiph
menolak permohonan untik membuat Akta Pemberian Hak Tang-
pungan, apabila Surat Kuasa Membebankan 1ak Tanpoungan tidad:
dibuat sendirl oleh pemberl Hak Tanggungan atan tidak memenuhi
persyaratan termaksud di atas,

Huruf a

Yanpg dimaksud dengasy tidak memuat \uasa unnik melalukan
perbuatan hukum lair dalam Yetentuian im, misalnya tdak
memuat kuasa unmuk menjual, menyewakan ohvek Hak Tang-
gungan, atau memprpanjang Nk atas tanah

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengertian substimisi merurut Undang -

‘undang ini adalah penggantian pencrima kuasa melaln
pengalihan, Bukan merupakan substitusi, pka peacrima knasa
memberikan kuasa kepada pihat lain dalam raneka pranzacan
‘untuk bertindak mewakilinya, misalnya Direksi Rank nienu-
gaskan pelaksanaan kuasa yang diterimanya kepada Kepala
Cabangnya atau pihak lain.

Hurul ¢

Kejelasan mengenai unsur-unsur pokok dalam pembebanan Hak
Tanggungan sangat diparlukan untuk kepentinpan parlindungan
pemberi Hak Tanggungan. umiah utang vang dimaksud pada
huruf ini adalah jumlah utang sesuai dengan yang dipzrjanjian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),

A'y at (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayal (rt)

Tanah yang belum terdaftar adalah tanah selacvimana danavaed

dalam Pasal g0 ayat (3). Datas wakty pearsunasn Surat Kuasy
Membebankan Hak Tanggungan mensenai fiak 205 1anah yans
belnm terdaftae diteatukan lebih Luma darpada taah van anda
didafar pada ayat (3), meagingat pambuatan Akta Pemlveean Hak
Tangmungan pada hak alan tapah vane belim teedaftap hares
dilakukan bersamaza dengan parmonovan peadalteran hase ales
tanah yang bersangkutan schagaimana ditrnmisan daiam Pasal 10
ayat (), yang teclebih dahulu parln dilenghap: peosyaratanaya

Pecsyaratan dagi pendaftaran hak atas tanah yang belum tecdafiar
meliputi diserahkannya surat-surat yang memerlukan waktn unmk
memperolehaya, misalaya surat keteransan fiwagat ansh,
keterangan dari Kantor Peranaban bahwa ianah yang ersangiutan

belum bersertipikat, dan apabila buku Lc"'r'nln.u rapah feeszhul

e sl ol s wand endat meataest! eageat eseranean

ge
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Ayat (5)

Rigital.Repasitary Lniversiias Jember

kepentingan golongan ckonomi lemah, unruk pembernian kredi
tectentu yang ditetapkan Pererintah sepert kredit program, kredu
kecil, kredit pemilikan rumah, dan kredit lain yanp sejenis, batas
wak berlakunya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud pada ayat () dan ayac (4) telak berlabu
Peneanian batas waktu berlakunya Surat Kuasa Membehankan [[ak
Tanggungan untuk jenis kredit tectentu tersehut dilakukan nleh
Menterl yang berwenang, di hidang partanahan sntelah inengadakan
koordinasi dan konsultasi denpan Menteri Keoanpan, Gubernnr
Nank Indonesia, dan pejabat lain yang terbair

Ayat (6)

Ketentuan menpanad Batas wakes helitunya Surat Kuasa Mem-
bebankan Hak Tangguagan dimaksudkan untuk mencesay barlan.
lanutnya waktu pelaksanaan keasa s Ketentuan i udak menntup
xemungkinan dibuatnya Surat Fioasa Membebaokan ik Tang-
gunzan bani,

Pasal 16

=gyt (1)
Carsie adalah perbuatan hukum mengalihkan putane oleh kreditor
pemeyang Hak Tangeungan bepada plab Lun

Subroagasi adaiah pencpratan besdinn oleh b Yegpa yang
melunasi utang, il=hitor

Yang dimaksud deagin cebabosebab lan adalab hal-kal lain selam
yang dirinci pada ayat wn, usalnya dalam hal terjadi pengambil-
alihan  atau  penggabungan  perusahaan sehiopga  menvebabkan
beralihnya piutang dari ggrusahaan semula kzpada penisahaan yane
haru,

Karena beralihnya Hak Tanggungan vany diatur dalam ketentuan int
tecjadi karena huleam, hal tersebut udak perlu dibukti¥an dengan
akita yang dibuat oleh PPAT Pencatatan beralihnya Hak Tane-
gungan ini culup diakukan berdasarkan akta yang membuktikan
beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditor yang ban,

lLihat Penjelasan Umum angha &
&

Ayal (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Ayat (d4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 17
Culcup jelos
Pasal 1§
Ayat (1)
Sesvai deagan sifac ace~ssorr Gang H Papaimgan, adanta Hay
Tanggungan targanmuoy  prla adawa prang vang dianua

pelunasannya, Apabila purany i hape, wag

salkab eadteth 13 & Mo ma s o svelesreren-d IdVa . e S s AN  aler B

¢A peltrdasan, ot

et
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“disebut dalam Pasal 27, pasal 34, dan Pasal 40 Undany-undang
Nomor § Tahun (960 tentang Peraturan Dasar Pohkok-Pokok
Agracia atau peranuran p:nlndnm;-nrulmy,.m lainnya. Dalam hal
17 Ouaa Usaha, Hak Guna Bangunan, atau ik Pakar yang
dijadikan obyck Hak Tanggungan barakhir janpka waktu heclakunya

dan. diperpanjang berdasarkan permohonan yane diaqukan sebelnm -

berakhirmnya jangka wakmi tecsebut, Hak Tangouagan dirnadisud
tetap melekat pada hak atas tanah yang bersanghutan,

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat ()
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)

Ketentuan ini diadakan dalam canpka  melindunpi kepentinpan
pembeli obyek Hak Tanggungan, agar benda yang dibehinya
terbebas dari Hak Tanggungan yarsg cemula membebaninya, jika
harga pembelian tidak mencukupi untuk melunasi utang  yang
dijamin. 2

Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) \

Para pemecgang Hak Tangguasan yany tidakx meneapal kesepakatan
perlu  berusaha sebaik-baicnya  uaruk mencapai kesmpakalan
mengenai pembersihan obye' Hak Tangaunpan sebelam masalahoy?
diajukan pembeli kepada Fewia Pengadilan Megeri. Apabila diperlu-
‘tan, dapat Jiminta jasa pensnvah yang disemjui oleh pihak-pihak
yang bersangkutan.

Dalam meaetapkan  pembagian hasil  penjui'an  obyek  Hak
Tanggungan dau perinpkat para pEMRZAng Hak Tanggungan
sehagaimana dimaksud pada tyat i Kena Peazadilan Negeri harus
memp-rhatikan ketzniuan selagaimana dimaksug dalam Pasal 6 ¢an
Pasal 3.

Ayat (4)
Cudup jelas

Pasal 20
Ayat (1)

Ketentuan ayat ani metpakan perwnjodan daty Kenuniahan yang
disediakan oleh Undang-undang bage para kreditor pamegant,
Hak Tanggungan dalam hal hare dilakuban ebsekus

Pada prinsipnya ssuap eharh st hamas dilaksanakan deagan melaloi
_pelelangan umum, karepa deapan cara ini diharapkan  dapat
diperolch harga yant, paling LNRS1 unu: ohvek Hak Tangeunnan.
Kreditor berhak mezagambil pelurasan piutang yang dyamin dan
hasil pcnju:i\'r\n obyck 1iak Tannnunfan Dalam hal hasil penjualan
itu lebih besar daripada priac crsebut yans SCUNRSi-LARRINYA
schesar nilai langgpungan, sisanya menjadi hak  pembert Hak

Tangrungan.

st
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 Pasal 21

Ketentuan ini [ebih memantapkan kedudukan diutamakan pemercane [ak
Tanggungaa  deagan nennecunlikan betlakunya  akibat  kepalitan
peraberi Hak Tanggungan techadap obyek Hak Tanggungan,

Pasal

cisepakati oleh pembwri dan pemegang Hak Danysnngan, aan siraral J

yang ditentu¥an pada ayae () dipeauhic Kenwnekinan ind dimaksd-
kan uneuk mempercepat penjualan obyes FHak Tangmingan denean
harza penjualan tactingyi.

Axat (3)

Pzrsyaraan yang ditetapkan pacy ayat ini dimaksudian unmb
melindunyi pihnk-pih.\k yane becepeminpan, misalnya pernpanp
Hak Tangzmnpan edua, ketiva, dan Yrediior Liin darg bt Hak
Tangeunpan, e

P

Pengumuman dimaksud dapat dilabakan melalui worat babar atan
media wassa lainnya, misaliya radio, televisi, atan melalu vedua
cara tersebut, Jangkauan surat kabar dan media massa yans diper.
gunakan haruslan meliputi immoar etk chyck Hak Targvuaran
yug bersangkutan, ‘

Yang dimaksud dengan tanegal pemberitahuan tertulis - adalak
tanggal pengiriman pos tercatar, tangpal penerimaan melalug kurir,
atau tanggal pengiriman faciimile, Apabila ada perheilaan antara
tanpigal pemberitabuan dan tangeal penvumuman yang dim
pada ayat ini, jangka waktu s bulan il sejak tavsal palig
akhir di antara <adua tangoal ersebug.

Ayat (d)

Cukup jelas

Ayat (5)

Untuk menghindarkan pelelangan obyek Hak Tanggungan, pelunasan
utang dapat dilakukan sebelun. saat pengumuman lelang dikeluarkan,

Ayat (1)

Hak Tanggungan telah hapus karena peristiwa-paristiwa sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 18. Pencoretan ~atatan atau roya Hak
Tanggungan dilakukan demi ketectiban adm sistrasi dan tidak
mempunyai pengaruh  hukum terhadap  [{ak Trngpunpan yang
bersangkutan yang sudah kapus

Avat (2)

Culcup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Avyat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

:‘.ynl_ (M

Cukup jelas
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